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MOTTO 

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”. 

(HR.Ahmad) 

 

“Pengalaman adalah guru yang terbaik bagi kita, namun pengalaman orang merupakan 

guru yang lebih baik daripada kita merasakan itu sendiri”. 

Cak Lontong 

 

“When inspiration doesn’t come to me, I go halfway to meet it” 

Sigmund Freud 

 

“Ilmu tidak akan didapat dengan berleha-leha” 

(-) 

 

“Kebahagiaan tumbuh dari diri sendiri namun, bukan hanya ketika kita memenuhi 

keinginan kita sendiri”. 

(Serpihan kata kehidupan) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam 

pertimbangan putusan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, untuk mengetahui 

kecenderungan pemidanaan yang diberikan oleh hakim anak yang berkonflik dengan hukum 

dan juga untuk mengetahui kesesuaian penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam 

pertimbangan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini digunakan dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 

pendekatan kasus (case approach). Pengambilan data dilakukan dengan studi kepustakaan 

(library research) untuk melakukan kajian serta telaah melalui buku, jurnal ilmiah, data 

elektronik dan referensi lain yang memiliki korelasi mengenai kepentingan terbaik bagi anak. 

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan, bahwa putusan pengadilan yang dikaji masih memiliki kecenderungan 

menerapkan pidana penjara mayoritas di bawah 1 tahun kepada anak yang berkonflik dengan 

hukum dan tidak konsisten dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam 

pertimbangan putusan pengadilan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan, menurut 

ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 

Perlindungan Anak) yang dimaksud sebagai “anak ialah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.1 

Anak sebagai penerus generasi bangsa sudah seharusnya diberikan pendidikan 

dan seluruh kebutuhan yang terbaik dalam pertumbuhannya. Dari banyak penelitian 

aspek perkembangan kecerdasan emosi, intelektual, serta kecerdasan spirit akan 

berkembang dengan sangat cepat pada usia anak-anak.2 Lingkungan memiliki peran 

penting dalam membentuk jati diri dan kepribadian anak. Lingkungan sosial yang buruk 

dapat mengakibatkan seorang anak terpengaruh dan tumbuh menjadi seorang yang 

tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Oleh karena itu, anak rentan melakukan 

penyimpangan, seperti kenakalan remaja hingga tindak kejahatan anak.3 

                                                        
1 Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

2 Widhianawati, Nana, Pengaruh Pembelajaran Gerak dan Lagu Dalam Meningkatkan Kecerdasan 

Musikal dan Kecerdasan Kinestetika Anak Usia Dini, Academia Edu, 2011. 

3 Muhammad Alfaridzi, Kusmiyanti, Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Anak 

(Studi Kasus LPKA Kelas I Palembang), Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2022. 
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Anak yang merupakan kelompok rentan, sudah seharusnya dijaga dan 

dilindungi hak-haknya. Melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maka 

pemerintah memiliki komitmen dalam melindungi kepentingan anak untuk menjadi 

generasi penerus bangsa.namun dalam realitanya anak sering menjadi korban 

lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang baik, 

sehingga dengan penyimpangan itu, anak  berkonflik dengan hukum. 

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara 

anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap 

pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak dalam 

penegakan hukum peradilan pidana anak terdiri dari subsistem penyidikan anak, 

subsistem penuntutan anak. Subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem 

pelaksanaan sanksi hukum pidana materiil anak dan hukum formal anak dan hukum 

pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.4 

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan anak yang telah 

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana.5 Frasa diduga memiliki kata dasar “duga” yang 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menyangka atau memperkirakan (akan 

terjadi sesuatu).6 

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak harus didasarkan dengan asas-asas 

yang tercantum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (UU SPPA) yaitu7, adanya perlindungan, keadilan, non diskriminasi, 

                                                        
4 Setyo Wahyudi, Implementasi Ide Diversi, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, 

hlm. 16. 

5 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

6 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 

7 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan pendapat anak, kelangsungan hidup dan 

tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan 

kemerdekaan dan pemidanaan sebagai langkah terakhir, dan penghindaran pembalasan 

dari proses peradilan pidana. 

Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki tugas dan fungsi pada kasus anak yang 

berkonflik dengan hukum yaitu, penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, 

pengawasan dan pendampingan.8 Penelitian yang dilakukan oleh Bapas wajib menjadi 

pertimbangan melakukan diversi maupun pada saat akan memutuskan perkara oleh 

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

dalam hal pemidanaan menurut Pasal 71 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa terdapat 

dua pidana yang dapat diterapkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum yaitu, (1) 

pidana pokok, dan (2) pidana tambahan.  

Pidana pokok bagi anak terdiri atas: 

a. Pidana Peringatan; 

b. Pidana dengan syarat: 

1) Pembinaan di luar lembaga; 

2) Pelayanan masyarakat; atau 

3) Pengawasan. 

c. Pelatihan kerja; 

d. Pembinaan dalam lembaga; dan 

e. Penjara. 

                                                        
8 Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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Pidana tambahan terdiri atas: 

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 

b. Pemenuhan kewajiban adat 

Undang-Undang tersebut telah jelas bahwa pemidanaan telah memiliki berbagai 

macam pendekatan bukan hanya perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara 

namun juga sanksi tindakan guna mengusahakan kepentingan terbaik anak dan dalam 

rangka menjadikan pidana sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan perkara yang 

menyangkut anak yang berkonflik dengan hukum.  

Kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan salah satu prinsip yang sangat 

penting dalam melakukan tindakan terhadap anak. Dalam peradilan pidana terhadap 

anak yang berkonflik dengan hukum, kepentingan terbaik bagi anak dapat berarti tujuan 

peradilan pidana seperti represi atau retribusi harus memberikan jalan kepada tujuan 

rehabilitasi, keadilan restoratif, ketika anak melakukan pelanggaran9. 

Pada beberapa putusan pengadilan, pidana penjara masih menjadi opsi dalam 

memutus perkara yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Kajian 

putusan dilakukan pada Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama 

yang memeriksa dan mengadili perkara mengenai judex factie atau pengadilan yang 

memeriksa fakta.10 Berikut adalah contoh putusan: 

 

 

                                                        
9 General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a 

primary considejuden (art. 3, para. 1), Committee on the Rights of the Children, UN Convention on the Rights of 

the Child, 2013. hlm. 8. 

10 Aida Mardatillah, Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan, 

hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/, 

diakses pada 3 Januari 2023 Pukul 23.55. 
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Tabel 1. Contoh Putusan Pengadilan Negeri 

No Nomor Putusan Tindak Pidana Hukuman 

1.  Putusan Nomor 9/Pid.Sus-

Anak/2020/PN Sleman 

Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Undang Darurat Nomor 

12 Tahun 1951 tentang 

Mengubah "Ordonnantie 

Tjdelijke Bijzondere 

Strafbepalingen” (STBL. 

1948 NO.17)   jo Pasal 55 

Ayat (1) ke-1 Kitab 

Undangn-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). 

Pidana Penjara 

masing-masing 1 

(satu) bulan dan 2 

(dua) hari 

2.  Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

Anak/2020/PN Wonosari 

Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Undang Darurat Nomor 

12 Tahun 1951 tentang 

Mengubah "Ordonnantie 

Tjdelijke Bijzondere 

Strafbepalingen” (STBL. 

1948 NO.17)  

Pidana 

Penjara selama 1 

(satu) tahun dan 2 

(dua) bulan. 

3.  Putusan Nomor 7/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Yogyakarta 

Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Undang Darurat Nomor 

12 Tahun 1951 tentang 

Mengubah "Ordonnantie 

Tjdelijke Bijzondere 

Strafbepalingen” (STBL. 

1948 NO.17) 

Pidana Penjara 

selama 1 (satu) 

tahun 

4. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-

Anak/2020/PN Smn 

Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 

ke-5 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 

Pidana Penjara 2 

(dua) bulan 

5. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Smn 

Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 

ke-5 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 

Pidana Penjara 2 

(dua) bulan 

  

Pada putusan di atas, hakim memiliki kecenderungan memilih pidana penjara 

yang tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Bapas mengenai latar belakang  anak yang 

berkonflik dengan hukum. Pendekatan seperti ini kemudian tidak memberikan ruang 

untuk kepentingan terbaik bagi anak sebagai manusia yang masih dapat berkembang dan 
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memerlukan perhatian dari keluarga.11 Selain itu, hakim memutus pemidanaan untuk 

anak dengan pidana penjara dan tidak ada sanksi tindakan. Seperti, pelatihan kerja 

maupun rehabilitasi sosial sebagai perantara untuk anak yang berkonflik dengan hukum 

keluar dari masa pemidanaannya dalam keadaan normal dan siap membaur dengan 

masyarakat.  

Cara pandang hakim mempertimbangkan anak yang berkonflik dengan hukum 

cenderung disamakan seperti orang dewasa. Pengambilan keputusan para penyelenggara 

perlindungan anak harus mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak karena 

sesungguhnya keputusan tersebut dapat mengantarkan anak menuju kehancuran masa 

depan anak.12 Ketika keputusan menyangkut masa depan anak dipusatkan dengan ukuran 

orang dewasa.13 

Berdasarkan latar belakang ini penulis mencoba untuk mengkaji pertimbangan 

hakim yang cenderung menerapkan pidana penjara terhadap perkara anak yang 

berkonflik dengan hukum. Selain itu, penulis mencoba mengkaji bagaimana hakim 

dalam putusannya mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam 

pertimbangan putusan guna mengadili anak yang berkonflik dengan hukum. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mengkaji 

mengenai penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Putusan Perkara 

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. 

 

                                                        
11 Saiful Azhar. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) dalam 

Upaya Menjauhkan Anak Dari Pidana Penjara (Studi di Kota Medan).", Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 

27. 

12 Yohana Dwi Wahyu Nugraheni, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan 

Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 22/PID.SUS.Anak/2015/PN Dps). Jurnal Verstek Vol. 9 No. 2, 

Mei – Agustus, 2021. hlm. 326. 

13 Ibid. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa hakim cenderung menerapkan pidana penjara terhadap perkara Anak 

yang Berkonflik dengan Hukum? 

2. Bagaimana Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (the Best Interest 

of the Child) dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak yang Berkonflik 

dengan Hukum?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis kecenderungan hakim dalam memutus perkara yang 

melibatkan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum  

2. Untuk menganalisis penerapan Prinsip Kepentingan terbaik bagi anak (The best 

Interest of the child) dalam pertimbangan putusan Perkara anak yang berkonflik 

dengan hukum. 

D. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis lain sebelumnya terkait dengan penerapan 

prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan putusan hakim anak yang 

berkonflik dengan hukum, yang dilakukan oleh: 

1. Yohana Dwi Wahyu Nugraheni, yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam 

Penerapan Asas  Kepentingan Terbaik Bagi Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 

: 22/PID.SUS.Anak/2015/PN Dps). Jurnal Verstek Vol. 9 No. 2, Mei – Agustus, 2021, 

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Penulisan tersebut meskipun mengangkat mengenai Penerapan Prinsip 

Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Pertimbangan Hakim anak yang berkonflik 
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dengan hukum. Namun berbeda dengan penulisan yang akan penulis lakukan. Dalam 

penulisan pada Jurnal di atas membahas satu putusan spesifik terkait adanya tindak 

pidana anak yang melakukan pembunuhan. Sedangkan yang akan dilakukan oleh 

penulis hari ini tindak pidana yang diangkat adalah terkait tindak pidana kepemilikan 

senjata tajam tanpa hak dalam beberapa putusan hakim yang seharusnya tidak sampai 

menyetuh ranah pidana penjara bagi anak yang belum pernah melakukan tindak pidana 

sebelumnya atau bukan residivis. 

2. Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, yang berjudul Fungsionalisasi dan Implikasi Asas 

Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Undang: Jurnal Hukum vol.2 No.2, 2019, hlm. 

265-292.   

 Penelitian ini mengkaji putusan mengenai perkara anak yang berada pada 

Pegadilan Tinggi Tanjung Karang dengan menganalisis putusan sebanyak 22 perkara 

pada jangka waktu 2011 hingga 2016 dan memiliki hasil hanya tiga putusan yang 

menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kajian yang dilakukan dalam 

penelitian ini mengambil putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang secara acak dan 

belum melakukan spesifikasi putusan pemidanaan yang dijatuhkan dalam putusan 

tersebut.  

 Penelitian yang telah ada tersebut, belum membahas secara rinci bagaimana 

pertimbangan yang diberikan dan bagaimana hakim mempertimbangkan adanya 

rekomendasi penelitian dari Kemasyarakatan serta bagaimana pandangan hakim dalam 

mempertimbangkan tindak pidana yang telah terjadi. Sedangkan penelitian yang akan 

penulis lakukan akan melihat bagaimana hakim mempertimbangkan laporan hasil 

penelitian kemasyarkatan dengan meninjaunya dari proporsionalitas pemidanaan 

dengan berpatok kepada kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak 

 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1989 tentang Hak-Hak 

Anak (United Nations Convention of the Rights of The Child), yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Telah menyatakan 

pada pasal 3 ayat (1) yaitu,  

In all actions concerning children, whether undertaken by public or private 

social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative 

bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration. 

 

 Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh 

lambaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, pengadilan, 

penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik 

bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Maka dari itu, dalam hal semua 

tindakan yang melibatkan anak haruslah memiliki landasan bahwa hal tersebut 

merupakan cara untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. 

 Pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Pasal 2 huruf e Prinsip yang mendasari dilakukannya peradilan pidana anak adalah 

Kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini kemudian menjadi sebuah prinsip utama dalam 

menjalankan peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Bahwa dalam 

penjelasan UU tersebut adalah segala pengambilan keputusan harus selalu 

mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.  

 Pertimbangan putusan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili anak yang 

berkonflik dengan hukum harus didasarkan oleh adanya kepentingan terbaik bagi 

anak. Pertimbangan tersebut harus dilihat untuk masa depannya dan jangan sampai 

yang diputuskan oleh hakim sesungguhnya akan menjadikan penghancuran pada masa 
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depan anak itu sendiri.14 Kepentingan terbaik bagi anak sangat patut untuk dihayati, 

sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.15 

 Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana begitu 

penting baik dalam ranah penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga Putusan serta 

pemidanaan yang dijatuhkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip yang 

menjadi dasar dijalankannya peradilan anak ini harus secara tuntas dimengerti oleh 

aparat penegak hukum yang menanggani perkara anak yang berkonflik dengan 

hukum. Bagaimana menerapkan prinsip ini dalam berbagai tugasnya pada penanganan 

perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Agar nantinya anak yang berkonflik 

dengan hukum mendapatkan keadilan dan secara utuh dapat kembali menempuh 

kehidupan yang normal dan pulih seperti sedia kala dalam kehidupannya. 

2. Double Track System 

 Aliran hukum pidana dari aliran klasik hingga aliran modern telah 

mempengaruhi bagaimana paradigma hukum pidana menjalankan fungsinya sebagai 

ultimum remedium, salah satu fungsi hukum pidana terdapat pada pemidanaan. Aliran 

hukum pidana juga telah membahas perihal pemidanaan sebagai salah satu kajiannya. 

Pemidanaan  dalam aliran klasik memiliki paham indeterminisme yang memiliki arti 

bahwa manusia memiliki kehendak bebas dalam melakukan perbuatan yang dilarang 

oleh hukum pidana (daad-straftrecht) yang biasanya dapat disebut sebagai single 

track system (sistem sanksi tunggal berupa sanksi pidana).16 Sistem pidana dan 

pemidanaan aliran klasik menekankan pada pemidanaan terhadap perubatan pidana 

yang dilakukan oleh pelaku bukan terhadap pelakunya, sehingga penetapan sanksi 

                                                        
14 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010. hlm. 56. 

15 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011. hlm 1. 

16 M.Deniardi, Penerapan Double Track System Dalam Pemidanaan Anak, Tesis ,Program Pasca Sarjana 

Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm. 22. 
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menurut undang-undang tidak memakai sistem peringanan atau perberatan yang 

berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang 

pernah dilakukan juga keadaan-keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan.17 

Perkembangannya aliran modern mencari sebab kejahatan dengan menggunakan 

metode ilmu alam sebagai maksud untuk mengetahui bagaimana mempengaruhi 

pelaku kejahatan untuk dilakukan perbaikan terhadap dirinya. Aliran modern ini 

berpandangan bahwa manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, 

sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana.18 Oleh karena itu, cara pandang ini 

merupakan cara pandang determinisme dimana manusia tidak memiliki kehendak 

bebas terhadap segala hal perbuatannya karena hal itu banyak dipengaruhi oleh 

lingkungannya. Selain memiliki pandangan determinisme, aliran modern juga 

menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi 

terhadap pelaku kejahatan.19  

Aliran neo-klasik berpijak kepada konsep kebebeasan berkehendak manusia (doctrine 

of free will). Aliran ini menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial 

berdasarkan hukum tidaklah realistis dan tidak adil.20 Aliran ini bercorak dari aliran 

hukum pidana sebelumnya yaitu antara aliran klasik dengan memasukkan aliran 

modern dalam modifikasinya. Aliran neo-klasik ini memiliki ciri, adanya modifikasi 

terhadap doktrin kekebasan kehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana yaitu, 

diterimanya keadaan yang meringankan baik secara fisik maupun mental, juga 

                                                        
17 Ibid, lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, 

hlm. 25-26. 

18 M.Deniardi, Op.Cit, hlm. 23. 

19 M.Deniardi, Op.Cit hlm. 23, Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, 

Alumni, Bandung, 1992, hlm. 32. 

20 M. Shoehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan 

Implementasinya, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 26, lihat George B. Vold, Theorical Criminology, Oxford 

University Press, New York, 1958, hlm. 25.  
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termasuk keadaan-keadaan lain seperti pengaruh pengetahuan dan niat seseorang pada 

waktu terjadiya kejahatan.21 Selain itu juga diperkenankannya kesaksian ahli untuk 

menentukan derajat pertanggungjawaban pidananya.22 

 Ide Double Track System dipengaruhi dari adanya aliran-aliran yang 

berorientasi kepada pelaku kejahatan dan perbuatan (daad-dader Straftrecht) 

sehingga jenis sanksi yang diterapkan tidak hanya berorientasi kepada sanksi pidana 

namun juga menggunakan sanksi tindakan hal ini lah yang disebut sebagai Double 

Track Sytem (sistem dua jalur). Pada ide Double Track System ini terdapat dua jalur 

pemidanaan yang diharuskan memiliki keseimbangan dalam menerapkan sanksi 

pidana maupun sanksi tindakan. Perpaduan adanya sanksi pidana terhadap perbuatan 

yang dilarang oleh hukum pidana juga terhadap pelaku yang melakukan perbuatan 

tersebut dengan melakukan sanksi tindakan yang bermuara kepada individualisasi 

pidana guna memberikan rehabilitasi dan prevensi bagi pelaku tindak pidana sehingga 

diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat 

berintegrasi dalam masyarakat.23 

3. Pidana Penjara 

  Pidana atau hukuman (straf) merupakan salah satu hal yang penting dalam 

hukum pidana.24 Menurut Van Kan hukum pidana mengancam pelanggarnya dengan 

nestapa istimewa.25 Pada konteks ini pidana dapat berarti pidana mati, pemotongan 

                                                        
21 Ibid, hlm. 26. 

22 Ibid hlm 27, lihat, Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 

1992, hlm. 25-26 dan 62. 

23 M.Solehuddin, Op.Cit, hlm. 29, lihat Yong Ohitimu, Teori Etika Tentang hukuman Legal, Raja 

Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 41. 

24 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 186. 

25 Ibid. 
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anggota badan (verminken), cambuk (kastijding), perampasan kemerdekaan 

(vrijheidsberoven), dan pernyataan tidak hormat. 

 Pidana penjara termasuk ke dalam pidana perampasan kemerdekaan, namun pidana 

perampasan kemerdekaan tidak hanya pidana penjara saja tetapi terdapat juga pidana 

pengasingan ke suatu wilayah tertentu seperti di Rusia dan Siberia.26  Pidana 

penjara sebagai konsep pemidanaan yang telah berjalan sangat lama dan sebagai salah 

satu pidana tertua yang digunakan secara repetitif. Dalam sifatnya pidana penjara 

merupakan pidana yang membatasi pergerakan dalam suatu tempat seperti lembaga 

pemasyarakatan sehingga narapidana tidak bebas, tunduk serta mentaati tata tertib 

yang berlaku di tempat tersebut.27 

 Teori absolut yang dianggap mendasari adanya pidana penjara dimana pemidanaan 

diberikan atas kepuasan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak 

yang dirugikan seperti korban kejahatan.28 Teori ini dianggap telah berumur dan sudah 

sangat sulit untuk menyesuaikan dengan kehidupan modern saat ini. Teori ini 

memiliki pendekatan atas penjatuhan pidana yang keras, sebagai alasan karena 

seseorang bertanggungjawab atas tindakannya dan sudah seharusnya menerima 

hukuman yang dijatuhkan kepada dirinya.29 

4. Ratio Decidendi 

 Ratio decidendi secara terminologi merupakan bahasa latin dari alasan 

pertimbangan hakim dalam putusan. Alasan dalam pertimbangan hakim dalam 

memutus sebuah perkara lahir dari adanya metode yang digunakan oleh hakim untuk 

                                                        
26 Ibid., hlm. 187. 

27 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori 

Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,  Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 32. 

28 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 187. 

29 Ibid., dikutip dari Herbert L Packer, The Limit of Criminal Sanction, Standford University Press, 

California, 1968, hlm. 37. 
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menjatuhkan putusan yang berlandaskan kekuasaan kehakiman serta memegan asas 

hukum, salah satunya adalah, nullum delictum nulla poena sine praevia legi (tidak ada 

delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.30 

 Ratio decidendi menjelaskan alasan-alasan yang rasional menurut hakim dalam 

memutus perkara. Alasan-alasan rasional tersebut tidak hanya didapatkan dari 

penerapan hukum namun juga dengan penemuan hukum, penafsiran hukum maupun 

penghalusan hukum dimana hal tersebut tidak hanya menggunakan logika saja tetapi 

juga melibatkan penilaian dan memasuki ranah pemberian makna.31 

 Format dari ratio decidendi dalam putusan hakim diterangkan sebagai sebuah 

proposisi hukum yang berarti bahwa pertimbangan menurut sudut pandang fakta 

materiil yang terbukti dalam persidangan. Proposisi dalam hal ini merupakan sebuah 

premis yang memuat pertimbangan oleh hakim yang dapat diungkapkan secara 

eksplisit atau implisit sesuai dengan fakta-fakta materiil dalam persidangan. 32  

 Ratio decidendi timbul dengan adanya suatu penemuan hukum yang melewati 

proses pemaknaan terhadap aturan hukum yang masih bersifat umum yang 

dihadapkan dengan fakta-fakta sebagai peristiwa yang konkret dengan menggunakan 

berbagai metode.33 Dengan demikian penerapan hukum dan penemuan hukum 

                                                        
30 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 23. 

31 Eddy O.S Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum pidana, Erlangga, Jakarta, 

2009, hlm. 55, dikutip dari, Satjipto Raharjo, Penafsiran Hukum yang Progresif, dalan, Anthon Freddy Susanto, 
Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas Makna, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 

9-11. 

32 Shidarta, Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi, 2019, lihat https://business-

law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/ , diakses pada 15 Januari 2023, pukul 

11.45. 

33 Eddy O.S Hiariej, Zainal A Mochtar, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan 

Filsafat Hukum, Red & White Publising, Jakarta, 2021 hlm. 412. 

https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/
https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/
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dipadukan dalam hal menciptakan sebuah putusan yang mencerminkan kepastian, 

keadilan dan kemanfaatan hukum. 

 Dalam memutus suatu perkara, hakim setidaknya memiliki pertimbangan secara 

yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan, pertimbangan hakim yang 

disandarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan undang-

undang yang mengharuskan hal-hal itu dimuat dalam putusan. Pada tulisan ini hal-hal 

yang dimaksud adalah, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi dan 

terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana lainnya. 34 

 Pertimbangan non-yuridis dapat digolongkan sebagai faktor-faktor yang melekat 

pada diri terdakwa, sebagai contoh, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat 

perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, kondisi sosial ekonomi terdakwa, dan 

faktor agama terdakwa.35 Di mana pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-

yuridis harus diperhatikan dalam hakim memutus perkara yang dihadapinya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian Normatif 

(legal research) rata-rata dilakukan dengan studi dokumen seperti bahan hukum 

berupa perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, 

kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan doktrin.36 

2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian dalam penelitian ini adalah, putusan pengadilan negeri 

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. diantaranya: 

                                                        
34 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 124 

35 Ibid., hlm. 136-142. 

36 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Unram Press, Mataram, 2020,  hlm. 45. 
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a. Kecenderungan hakim dalam menerapkan pidana penjara bagi anak yang 

berkonfilk dengan hukum. 

b. Penerapan prinip kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan hakim 

yang memutus perkara anak yang berkonfilk dengan hukum. 

3. Sumber Data 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif sehingga sumber data dapat 

dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: 

a. Bahan hukum primer 

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas 

(autoritatif). Yang artinya bahan hukum tersebut dikeluarkan oleh kekuasaan yang 

sah seperti negara. Dalam bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan.37 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak; 

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

3) Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sleman; 

4) Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wonosari; 

5) Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yogyakarta; 

6) Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sleman 

7) Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sleman  

8) Konvensi Hak-Hak Anak 

                                                        
37 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 47. 



 

17 
 

9) Konvensi/deklarasi Internasional yang berkaitan dengan sistem pemidanaan 

anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak. 

b. Bahan hukum sekunder 

 Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi mengenai hukum yang 

tidak resmi. Publikasi ini terdiri atas, buku, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus 

hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan hakim.38 

c. Bahan hukum tersier 

 Bahan hukum tersier merupakan bahan penelitian yang terdiri dari buku 

maupun teks yang bukan hukum, namun terkait dengan penelitian. Contoh dari bahan 

hukum tersier antara lain, buku politik, buku ekonomi, data sensus, kamus bahasa 

serta ensiklopedia umum dan lain sebagainya. Yang mendukung untuk dijadikannya 

bahan dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum.39 

4. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) 

 Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melakukan telaah terhadap 

undang-undang, regulasi maupun putusan pengadilan yang bersangkutan dengan isu 

hukum yang diangkat.40 Pendekatan perundang-undangan maupun putusan 

pengadilan dilakukan untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum bagi 

kepentingan akademis.41 Dalam penelitian ini perundang-undangan mengenai sistem 

peradilan pidana anak dan perlindungan anak digunakan untuk menilai bagaimana 

undang-undang tersebut telah diimplementasikan dalam putusan pengadilan negeri 

terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum 

                                                        
38 Ibid, hlm. 54. 

39 Muhaimin, Op.Cit, hlm. 60. 

40 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 136. 

41 Dyah Octorina Susanti, A’an Efendi, Penelitian Hukum (legal research), Sinar Grafika, Jakarta, 2014. 
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b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

 Pendekatan konseptual yang berpijak dari pandangan dan doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum. pendekatan konseptual diterapkan terhadap kasus-

kasus yang diangkat agar dapat menimbulkan pemahaman atas penelitian yang 

dilakukan. Akibatnya muncul ide dan konsep yaang relvan terhadap kasus yang 

dihadapi.42 Apabila dikontekskan pada penelitian ini konsep double track system akan 

digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan terhadap anak yang 

berkonflik dengan hukum. 

c. Pendekatan Kasus (case approach) 

 penelitian ini menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum yang 

merupakan definisi mengenai adanya pendekatan kasus sebagai pendekatan 

penelitian.43 Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus tidak hanya karena 

ratio decidendi atau penafsiran atau penghalusan hukum namun juga dalam hal 

undang-undang tidak mengaturnya.44 Penelitian ini yang menggunakan putusan 

pengadilan akan dianalisis mengenai kesesuaian ratio decidendi oleh hakim dengan 

konsep dan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Pengumpulan Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif di mana penelitian ini 

menitikberatkan pada pendekatan mengenai kenyataan lapangan dan apa yang dialami 

oleh responden yang kemudian diberikan landasan terhadap teorinya.45 Apabila 

dikontekskan dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif digunakan untuk 

                                                        
42 M.Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 60. 

43 Dyah Octorina Susanti, A’an Efendi, Op.cit, hlm. 119. 

44 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm. 164. 

45 Sudjarwo, Metodologi Penelitian Sosial, Mandar Mundur, Bandung, 2011, hlm. 25. 
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mengetahui adanya kecenderungan anak diberikan pidana penjara yang kemudian 

dikorelasikan dengan adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 

6. Analisis Bahan Hukum 

 Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menggunakan studi 

kepustakaan (library research), yang mana studi kepustakaan digunakan untuk 

melakukan kajian maupun telaah terhadap data yang dihasilkan sebelumnya dengan 

dibantu menggunakan teori yang telah dijelaskan dalam kerangka teori.46 Studi 

kepustakaan ini dapat dilakukan dengan pengumpulan data melalui buku-buku, jurnal 

ilmiah, data elektronik dan hal lain yang memiliki korelasi terhadap prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak. 

G. Kerangka Skripsi 

Dalam mempermudah penyusunan penelitian ini, penulis menjelaskan kerangka 

penelitian yaitu: 

1. BAB I berisi mengenai bagian Pendahuluan yang memiliki muatan latar 

belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode 

penelitian dan kerangka penulisan; 

2. BAB II berisi mengenai penjelasan landasan teori mengenai alasan 

pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam memilih pidana penjara terhadap anak 

yang berkonflik dengan hukum yang berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi 

anak sesuai dengan konsep double track system 

3. BAB III berisi mengenai hasil analisis dan pembahasan mengenai isu yang 

dikaji dalam penelitian ini; 

                                                        
46 Muhaimin, Op.Cit,  hlm. 104. 
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4. BAB IV berisi mengenai bagian penutup yang memuat kesimpulan terkait  bab 

sebelumnya dan saran-saran yang ditawarkan agar dapat dimanfaatkan terhadap 

paradigma pemidanaan terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. 
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BAB II 

KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK, PIDANA PENJARA, DOUBLE 

TRACK SYSTEM, DAN RATIO DECIDENDI 

A. Kepentingan Terbaik Bagi Anak 

1. Sejarah Hak atas Perlindungan Anak  

Kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) merupakan suatu 

prinsip yang utama dalam perlindungan anak. Hal ini telah sesuai dengan tujuan serta 

semangat dalam Konvensi Hak Anak yang seharusnya menjadi suatu acuan serta dasar 

bagi setiap pihak untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan anak yang 

berkonflik dengan hukum (ABH).47 Kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu 

prinsip dalam rangka melakukan perlindungan terhadap anak, di mana melindungi dan 

melakukan pengayoman terhadap anak dilakukan agar anak dapat menempuh masa 

depan yang masih panjang dengan pembinaan guna memperoleh jati diri sehingga 

menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, serta, berguna bagi diri sendiri, 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.48 

Kemunculan semangat terhadap perjuangan hak-hak anak dimulai sejak tahun 

1923 oleh seorang reformis sosial yaitu Eglantyne Jebb mendeklarasikan 10 

pernyataan hak-hak, diantaranya, hak atas nama dan kewarganegaraan, hak 

kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, 

hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan, dan hak berpartisipasi 

                                                        
47 Saiful Azhar, Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (the best interset of the child) Dalam 

Upaya Menjauhkan Anak Dari Pidana Penjara (Studi di Kota Medan), Tesis, Universitas Sumatra Utara, 2012, 

hlm. 60. 

48 Fajar A. Sadewo, Pendekatan Restorative Justice: bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Nasya 

Expanding Management, Pekalongan, 2021, hlm. 53 
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dalam pembangunan.49 Kemudian pada tahun 1924 Deklarasi hak anak disahkan dan 

diterapkan oleh Majelis Umum Liga Bangsa-Bangsa atau Deklarasi Jenewa. 

Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 1948 PBB mengesahkan Deklarasi Universal 

Mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan juga memasukkan hak-hak anak 

didalamnya.50 

Dorongan dalam menuntut agar hak-hak anak setelah dikeluarkannya 

DUHAM masih terus dilakukan oleh para pejuang hak-hak anak, sehingga berkat 

dorongan tersebut kemudian Majelis Umum PBB merespon dengan dikeluarkannya 

pernyataan Deklarasi Hak Anak pada 20 November 1959. Kemudian setelah sekitar 

30 tahun upaya untuk memperjuangkan hak-hak anak yang harus dilindungi kemudian 

dilakukan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the child). Pada 20 

November 1989. Sejak itulah pemenuhan hak anak telah memiliki standar nasional 

dalam melakukan perhatian terhadap anak.51  

2. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

Praktik dalam perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum harus 

memiliki landasan yang kuat. Salah satu landasan yang perlu digaris bawahi adalah 

adanya konsep Parents Patriae (orang tua dari negara). Hal ini memiliki maksud 

bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat dirawat oleh negara guna 

memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak layakanya pengasuhan orang 

tua ke anak-anaknya, oleh karena itu penanganan anak yang berkonflik dengan hukum 

                                                        
49 Saiful Azhar, Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi nak (the best interset of the child) Dalam 

Upaya Menjauhkan Anak Dari Pidana Penjara (Studi di Kota Medan), Op.Cit, hlm.  33. Dikutip, 

http://dewananaksoe.wordpress.com/2009/01/16/sejarah-hak-anak/ 

50 Ibid, hlm. 34. 

51 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana 

Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 26-27. 
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juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berdasarkan nilai-nilai 

Pancasila.52  

Asas tersebut harus dijalankan berdasarkan hak-hak anak yang salah satunya 

menjelaskan bahwa anak hendaknya diberikan kesempatan untuk berpendapat dan 

mendapatkan perhatian yang wajar.53  Hal-hal tersebut telah dituangkan dalam 

Konvensi Hak Anak, dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi 

konvensi hak anak yang didalamnya memuat setidaknya 4 (empat) kategori hak anak 

yaitu, hak atas kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak 

untuk berpartisipasi.54 Kemudian mengenai perlindungan anak yang berkonflik 

dengan hukum lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak kemudian dicabut dengan adanya perkembangan melalui Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam 

undang-undang tersebut telah menjelaskan hak-hak anak yang berkonflik dengan 

hukum yaitu:55 

1) pelindungan, meliputi kegiatan yang memiliki sifat langsung dan tidak langsung 

terhadap tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis; 

2) keadilan, merupakan setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa 

keadilan bagi anak; 

3) non diskriminasi, merupakan tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada 

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum 

anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental; 

                                                        
52 Nur Rochaeti, Model Resotrative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di 

Indonesia, MMH Jilid. 2 No. 4, 2008, hlm.239. 

53 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Almuni, Bandung, 1986, hlm. 141. 

54 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana 

Anak (UU-SPPA), Op.Cit, hlm. 27. 

55 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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4) kepentingan terbaik bagi Anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu 

mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; 

5) penghargaan terhadap pendapat Anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk 

berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama 

jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak;  

6) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, adalah hak asasi yang paling 

mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, 

dan orang tua.; 

7) pembinaan dan pembimbingan Anak; yang dimaksud dengan pembinaan adalah 

kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan 

jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Dan 

yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk 

meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap 

dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani 

klien pemasyarakatan. 

8) proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas 

keperluan, umur, dan kondisi Anak.; 

9) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, adalah pada 

dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna 

kepentingan penyelesaian perkara; 

10) penghindaran pembalasan; adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam 

proses peradilan pidana.\ 

kesepuluh asas yang telah dijelaskan merupakan asas yang tidak boleh di 

kesampingkan dalam proses SPPA untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak. 
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Di mana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi sebuah pengingat 

kepada semua penyelenggara perlindungan anak agar memberikan pertimbangan-

pertimbangan dalam pengambil keputusan menyangkut masa depan anak, bukanlah 

menggunakan standar orang dewasa, terlebih berpusat kepada kepentingan orang 

dewasa. Sehingga apa yang menurut standar orang dewasa baik, belum tentu menurut 

kepentingan anak juga baik.56 

3. Integrasi Kepentingan Terbaik bagi Anak dengan Tujuan Pemidanaan  

Kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) 

harus menjadi dasar dalam ranah penanganan, pemeriksaan, putusan hingga 

pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum. integrasi terhadap kepentingan 

terbaik bagi anak dengan pemidanaan anak haruslah dipertimbangkan dari tahap awal 

hingga akhir dalam upaya memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, yang pada 

akhirnya menjadi anak yang dapat menggapai masa depan dan menjadi manusia 

secara baik dan normal. Anak yang berkonflik dengan hukum terjadi karena anak 

berbuat kenakalan, bukan anak yang kriminal yang telah melakukan kejahatan, 

sehingga pemidanaan anak bukan ditinjau dari sifat perbuatannya namun bagaimana 

sikap anak, lingkungan anak, mental dan stabilitas dukungan keluarga yang perlu di 

ketahui dan diberikan penanganan yang tepat dan akurat sehingga terimplementasinya 

kepentingan terbaik bagi anak.57  

Tujuan pemidanaan yang dianut dalam UU SPPA merupakan integrasi antara 

hukum pidana sebagai hukum publik untuk melindungi kepentingan masyarakat serta 

perlindungan terhadap anak yang menjadi seoarang pelaku tindak pidana atau ABH. 

                                                        
56 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana 

Anak (UU-SPPA), Op.Cit, hlm. 30. 

57 Doughlas E. Abrams, Sarah H. Ramsey, Children And The Law: Doctrine, Policy, and, Pratice, Edisi 

kedua, American Case Book Series & West Group, US, 2003, hlm. 1050. 
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Sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak bisa dilepaskan atau 

dikesampingkan walaupun hukum pidana sendiri merupakan hukum publik yang 

berguna melindungi masyarakat. Keselarasan antara kedua kepentingan baik untuk 

anak dan masyarakat dapat ditempuh dengan tujuan pemidanaan mengenai restorative 

justice atau keadilan restoratif yang merupakan tujuan untuk memberikan pemulihan 

pada pelaku korban, dan masyarakat yang telah dirugikan atas terjadinya tindak 

pidana.  

Pada UU SPPA, keadilan restoratif memiliki makna penyelesaian perkara 

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak 

lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 

Keadilan restoratif tersebut dalam implementasinya dilakukan melalui diversi guna 

mengalihkan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana.58 Namun lebih dari itu untuk mencapai keadilan restoratif tidak 

hanya dengan menggunakan proses diversi namun apabila proses diversi gagal maka 

penerapan keadilan restoratif dalam pengadilan oleh hakim dapat diterapkan melalui 

penjatuhan sanksi-sanksi tindakan yang terdapat pada UU SPPA agar keadilan 

restoratif dapat tercapai.59 

B. Pidana Penjara 

1. Pengertian dan Sejarah Pidana Penjara 

Hukum pidana memiliki perbedaan dari hukum-hukum yang lain dimana 

hukum pidana dapat menentukan sanksi terhadap pelanggar hukum pidana itu sendiri, 

                                                        
58 Widodo, Perspektif Hukum Pidana Dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi, dan Keadilan Restoratif, 

Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 33 

59 Ibid. 
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dimana sanksi pada prinsipnya memiliki tujuan untuk memberikan penderitaan 

dengan sengaja. Namun, dalam perkembangannya saat ini sanksi pidana sebisa 

mungkin meringankan penderitaan yang akan ditimbulkan.60 Hukum pidana 

dijalankan hanya boleh dijalankan atas nama hukum dan oleh pemerintah sebagai 

pelaksana. Hukuman bagi para pelaku tindak pidana dapat berupa pidana mati, pidana 

pencabutan kebebasan, penyitaan barang hak milik dan melakukan pembayaran 

denda. Sehingga dalam artinya hukum pidana memiliki sanksi yang dapat dikatakan 

sebagai “menyayat dalam daging sendiri”.61 

Pidana Penjara merupakan bentuk dari adanya pidana pencabutan 

kemerdekaan, pidana untuk menghilangkan kemerdekaan atau juga disebut sebagai 

pidana pemasyarakatan.62 Pemberian pengertian pidana penjara oleh para ahli hukum 

tidak memberikan perbedaan yang signifikan dari pengertian yang terdapat diatas. 

Pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan seseorang yang biasanya 

disebut sebagai penjara, sejak awal telah diterapkan di Inggris pada tahun 1553 di 

Inggris. Pada tahun tersebut Raja Edward VI menggunakan kastil Bridewell London 

menjadi penampung pengemis dan gelandangan, namun pada akhirnya tempat 

tersebut berubah menjadi menjadi tempat penyiksaan.63 Pidana penjara yang telah ada 

sejak dahulu hingga sekarang juga berevolusi terhadap pemikiran-pemikiran para ahli 

hukum pidana terhadap tujuan pemidanaan para terpidana. Sekitar abad ke-17 

perkembangan pemikiran tujuan pemidanaan tersebut merubah model pemenjaraan 

yang pada awalnya merampas kemerdekaan seseorang pelaku tindak pidana dengan 

                                                        
60 Van Bemmelen, Hukum pidana 1 : Hukum Pidana material bagian umum, Edisi Indonesia, Binacipta, 

Jakarta, 1984,  hlm. 17 

61 Ibid. 

62 Marlina, Hukum Penitensier, Ctk. I, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 87 

63 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.Cit, hlm. 90-91 
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tujuan agar mereka jera terhadap perilakunya namun juga dilakukan untuk 

memperbaiki terpidana.64 

Penggolongan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku 

digunakan untuk membagi tempat penghukuman mereka guna 

mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Di Amsterdam dan Hanzesteden telah 

dibangun lembaga-lembaga yang bernama, Tuchthuis, dimana tempat ini juga disebut 

sebagai rumah penjara guna menjalankan pidana yang sifatnya berat,  rasphuis, 

merupakan rumah penjara yang digunakan terpidana untu diberikan pelajaran tentang 

pembuatan mebel  dan spinhuis, merupakan rumah penjara yang digunakan untuk 

memberikan pelajaran mengeenai cara memintal benang.65 

Pada abad ke-19 karena dipengaruhi oleh adanya pemikiran-pemikiran 

mengenai utilitarianisme dan humanisme. Sehingga menimbulkan efek adanya 

pencapaian tujuan yang bermanfaat baik bagi masyarakat maupun individu 

(terpidana) sehingga pada tahun 1970-an semakin kuat adanya correctional motifs 

yang hukumannya berbentuk pemejaraan guna mengubah individu (terpidana).66 

2. Dasar Pemikiran Pidana Penjara 

Menurut doel theory, pemidanaan dapat dilakukan dengan general prevention  

(pencegahan umum) dan special prevention (pencegahan khusus).67 Pencegahan 

umum dilakukan untuk memberikan efek pencegahan atau rasa takut kepada 

masyarkat agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan pencegahan khusus 

bertujuan untuk merubah tingkah laku terpidana menjadi orang yang baik dan berguna 

                                                        
64 P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, bandung, 1984, hlm. 56-57. 

65 Ibid. 

66 Iqrak Sulhin, Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemenjaraan 

Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 39. 

67 M.Zen Abdullah, Pidana Penjara : Ekseistensi dan Efektivitasnya Dalam Upaya Resosialisasi 

Narapidana, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, 2009, hlm. 18 
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dalam masyarakat.68 Teori ini digunakan terhadap pemenjaraan model lama dimana 

penjara sebagai tempat yang memiliki stereotipe yang menyeramkan dan dianggap 

menakutkan oleh masyarkat di luar penjara. 

Perlindungan masyarakat sangat lekat dengan adanya pidana penjara sebagai 

pidana utama bagi para pelaku tindak pidana. Pada aspek perlindungan masyarakat 

pidana penjara memiliki tujuan sebagai pencegahan, pengurangan dan pemulihan 

keseimbangan masyarakat. Cara pandang perlindungan masyarakat ini dapat 

dikatakan efektif apabila pidana dapat memberikan tekanan dalam pencegahan dan 

pengurangan kejahatan, atau dapat disebut sebagai pencegahan umum (general 

prevention).69 

Perbaikan terhadap pelaku tindak pidana (reformative aspect) hal ini sangat 

berhubungan dengan bagaimana perubahan sikap terpidana dan seberapa jauh pidana 

penjara dapat mengubah sikap terpidana. Walaupun permasalahan ini belum dapat 

terjawab secara memuaskan yang timbul dari adanya problem metodologis 

mengenai70: 

1) Ukuran apa yang dapat menentukan perubahan sikap dari pelaku tindak pidana, 

walaupun dengan ukuran recidivism rate maupun reconviction rate; 

2) Kapan periode tertentu untuk dilakukannya evaluasi terhadap adanya perubahan sikap 

setelah menjalani pidana penjara. 

                                                        
68 Ibid, 18-19. 

69 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Op.Cit, 224-225. 

70 Anis Widyawati, Ade Adhari, Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya, Ctk. 

I, Raja Grafindo, Jakarta, 2020, hlm. 94. 
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Berdasarkan masalah tersebut, pidana penjara belum memiliki efektifitas 

secara jelas mengenai pengenaannya yang bermanfaat bagi para pelaku tindak 

pidana.71 Atau dapat disebut sebagai special prevention (pencegahan khusus). 

3. Pemenjaraan Menuju Pemasyarakatan  

Konsep pemenjaraan dengan model rumah bui yang berisikan penyiksaan dan 

ketidakmanusiawian. Perkembangan lembaga penjara yang telah memakan waktu 

setidaknya tiga ratus tahun telah menghantarkan sistem penjara menuju kepada sistem 

yang bersifat rasional dan manusiawi.72 Lembaga yang menjalankan sistem ini dikenal 

sebagai correctional institution yang pada awalnya berkembang di negara-negara 

maju eropa.73  

Indonesia juga telah mengikuti adanya perkembangan pemikiran hukum 

pidana khususnya mengenai pemidanaan. Lahirnya konsep pemasyarkaatan di 

Indonesia memiliki akibat terhadap narapidana mendapat pengayoman dan 

pembinaan oleh negara agar dapat secara mantap dan terarah menghantarkan 

narapidana kepada pengembalian dirinya sebagai makhluk sosial sampai pada waktu 

yang telah ditentukan dirinya untuk keluar.74 Sistem lembaga pemasyarakatan (Lapas) 

di Indonesia merupakan hasil dari penggabungan atas sistem-sistem yang berkembang 

seperti Stelsel Pensylvania, Stelsel Auburn, Stelsel Campuran, Stelsel progresif, 

sistem Irlandia dan sistem Elmira dan Borstal.75  

                                                        
71 Ibid, 94-95. 

72 M. Zen Abdullah, Op.Cit, hlm. 33. 

73 Ibid, hlm. 31. 

74 Meidiyani, Lembaga Pemasyarakatan Kotamadya Yogyakarta : Penakanan Suasana Ruang Serta 

Penampilan Bangunan Mendukung Konsep Pemasyarkatan, Skripsi, UII, Yogyakarta, 1986, hlm. 11. 

75 Sugeng Pujileksono, Sosiologi Penjara, Intrans Publishing, Malang, 2017, hlm. 48-51. 
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Konsep pemasyarakatan pertama kali disampaikan oleh menteri kehakiman 

pada masa itu Sahardjo, sekitar tahun 1963, pada pidato penerimaan gelar doktor 

honoris causa di Universitas Indonesia:76 

Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya 

kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana untuk bertobat, mendidik agar menjari 

seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Sehingga tujuan dari 

pidana penjara adalah pemasyarakatan. 

 

Konsep pemasyarakatan yang ada di Indonesia dianggap sebagai meletakkan 

dasar dalam membina para narapidana yang pada akhirnya resosialisasi dan/atau 

rehabilitasi menjadi penting dilakukan dalam sistem pemasyarakatan.77 

Kondisi lapas yang dimiliki oleh Indonesia secara sistem biasanya memiliki 

ciri penggabungan naraidana yang dikumpulkan pada suatu ruangan juga pada saat 

malam hari dan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus. Dengan konsekuensi 

apabila narapidana melanggar peraturan disiplin maka akan dimasukkan pada satu sel 

khusus.78 Melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, Indonesia secara jelas telah berkomitmen menghilangkan praktik-

praktik pembalasan dan model efek jera dengan kekerasan terhadap para narapidana. 

Dalam undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarkatan narapidana juga dapat disebut sebagai warga binaan.79 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga atau tempat 

Anak Binaan menjalani masa pidananya.80 Tidak terlalu jauh dari model 

pemasyarakatan secara konvensional untuk orang dewasa, LPKA untuk anak 

                                                        
76 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.Cit, hlm.73. 

77 Ibid. 

78 Sugeng Pujileksono, Sosiologi Penjara, Loc.Cit. 

79 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarkatan. 

80 Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarkatan. 
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memberikan model pembinaan dan pendidikan terhadap Anak yang Berkonflik 

dengan Hukum. pada berbagai literatur hukum dan Undang-Undng Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dijelaskan bahwa pidana 

penjara menjadi upaya terakhir, hal ini setidaknya terdapat pada pasal 2 huruf (i), Pasal 

3 huruf (g) dan Pasal 81 ayat (5).  

Dapatnya penerapan pidana bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum 

dilakukan demi terjaganya keamanan masyarakat apabila tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak memang membahayakan masyarakat. seperti yang terdapat dalam 

Pasal 81 ayat (1) UU SPPA, “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan 

dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”.81  

C. Double Track System 

1. Sejarah Double Track System 

Perkembangan kejahatan juga harus dibarengi dengan perkembangan pidana 

dan pemidanaan. Pidana dan pemidanaan memang tidak memiliki perbedaan yang 

berarti seperti yang dijelaskan oleh para ahli hukum pidana.82 Namun pada 

kenyataannya, adanya perkembangan terhadap kejahatan ternyata tidak berbanding 

linier terhadap perkembangan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Terlebih 

aliran yang digunakan oleh para penegak hukum dipengaruhi oleh aliran clasical 

School (aliran kalsik) dimana aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun 

secara sistematis dan mentitik beratkan kepastian hukum sehingga lebih condong 

                                                        
81 Pasal 81 ayat (1) Undang-Undng Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

82 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op.Cit, hlm. 15. 
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kepada perbuatan dan sangat membatasi sifat-sifat yang memengaruhi pelaku 

melakukan tindak pidana.83 

Ide Double track system (sistem dua jalur) muncul pada perjalanan 

perkembangan hukum pidana, namun pada beberapa literatur, ide ini tidak secara 

eksplisit dijelaskan kemunculannya sebagai sistem pemidanaan dalam menanggapi 

perkembangan kejahatan atau tindak pidana. Tetapi, ide kesetaraan antara sanksi 

pidana (straft) dan sanksi tindakan (maatregel) ini dapat ditemukan atau ditelusuri 

dalam perkembangan sistem sanksi dalam aliran klasik ke aliran modern dan aliran 

neo-klasik.84 Antara ketiganya memberikan gambaran mengenai adanya 

perkembangan pemikiran sistem sanksi dalam menghadapi perkembangan tindak 

pidana atau kejahatan. 

Pada aliran klasik penekanan terhadap sanksi pidana terdapat pada pemidanaan 

terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Bukan pada pelakunya sendiri. 

Sehingga model sistem pemidanaannya dilakukan secara pasti (the definite 

sentence).85 Sehingga dalam hal penjatuhan pidana dalam aliran klasik penetapan 

sanksi dalam undang-undang tidak memandang kondisi pelaku sebagai peringan 

maupun pemberat pemidanaan baik dalam faktor usia, kejiwaan, residivis dan keadaan 

khusus yang mempengaruhi perbuatan pidana dilakukan.86 

Pergeseran terhadap aliran klasik menuju aliran modern telah mengubah cara 

pandang mengenai bagaimana pengaruh pelaku melakukan tindak pidana dan dalam 

                                                        
83 Syamsul Fatoni, Pembaharuan Sistem Pemidanaan : Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk 

Keadilan, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60, dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan 

Kebijakan Pidana, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 29. 

84 M. Deniardi, Penerapan Double Track System Dalam Pemidanaan Anak, Op.Cit, hlm. 22. 

85 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 

25-26. 

86 M. Deniardi, Penerapan Double Track System Dalam Pemidanaan Anak, Op.Cit, hlm. 23. 
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tujuan pemidanaan. Aliran modern memberikan pendekatan dalam mengetahui sebab-

sebab kejahatan dengan menggunakan metode ilmu alam dan dimaksudkan untuk 

memberikan pendidikan terhadap pelaku tindak pidana dengan memperbaikinya 

sebisa mungkin.87 Selain itu, aliran modern menganggap bahwa kejahatan tidak secara 

absolut datang dari dalam diri pelaku, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan sekitar dari pelaku (determinisme).88 Sehingga aliran ini sangat 

dipengaruhi oleh cara pandang determinisme serta dilakukannya individualisasi 

pidana dalam rangka mengadakan resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana.89 

Aliran neo-klasik, menjadi sebuah pembaruan dalam aliran klasik maupun 

modern. Dalam aliran neo-klasik yang telah berkembang sejak abad-19, hukum 

pidana telah memberikan pertimbangan mengenai kebutuhan pembinaan terhadap 

pelaku tindak pidana. Sehingga munculah individualisasi pemidanaan yang juga telah 

muncul pada saat aliran modern. Selain itu, aliran neo-klasik juga melakukan 

modifikasi dan doktrin kebebasan berkehendak dan pertanggungjawaban pidana. 

Dalam ranah keadaan-keadaan tertentu yang dimiliki oleh pelaku kejahatan juga 

diberlakukan faktor yang meringankan dan juga diperbolehkannya pendapat ahli 

untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.90 

2. Konsep Double Track System 

Pengakuan terhadap individualisasi pidana memberikan konsekuensi terhdap 

hukum pidana untuk mengakui bahwa pemidanaan berorientasi kepada pelaku dan 

                                                        
87 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op.Cit, hlm. 16. 

88 H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 28. 

89 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op.Cit, hlm. 32. 

90 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan 

Implementasinya, Op.Cit, hlm. 26. 
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perbuatannya (daad-dader straftrecht).91 Pengakuan terhadap kesetaraan antara 

pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan ide dasar mengenai konsep double 

track system. sistem ini telah memberikan tujuan pemidanaan melalui sanksi pidana 

sebagai pencelaan/penderitaan dan sanksi tindakan sebagai pembinaan adalah sama 

pentingnya92 dengan bertujuan untuk resosialisasi pelaku tindak pidana. 

Sistem dua jalur yang menghendaki adanya kesetaraan dalam unsur 

pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan haruslah diakomodasikan dalam sistem 

sanksi hukum pidana di Indonesia. Dorongan kesetaraan antara sanksi pidana dan 

sanksi tindakan tersebut diharapkan dapat memberikan kebijakan sanksi yang integral 

dan seimbang dalam undang-undang yang melingkupi hukum pidana. Selain itu, 

sistem dua jalur harus diajarkan oleh para penegak hukum mengenai penerapan serta 

peraturan pendukung (peraturan pelaksana) guna tercapainya hukum yang tidak 

fragmentaristik (terlalu condong kepada sanksi pidana) namun juga ada keterpaduan 

sanksi yang bersifat fungsional.93  

3. Penerapan Konsep Double Track System di Indonesia 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Straftrecht 

voor Nederlands-indische (WvSNI) yang telah berlaku sekitar abad ke-18 dan 

digunakan oleh Indonesia pada awal kemerdekaan hingga Hari Ulang Tahun 

Indonesia ke-77 Tahun masih berlaku. Didalamya masih menganut single track system 

(sistem satu jalur) yang memiliki model sanksi satu jenis yang berupa pidana di setiap 

pasal-pasalnya dan berupa pidana pokok dan tambahan. Baik digunakan secara 

                                                        
91 M. Deniardi, Penerapan Double Track System Dalam Pemidanaan Anak, Op.Cit, hlm.25. 

92 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan 

Implementasinya, Op.Cit, hlm. 28. 

93 M. Deniardi, Penerapan Double Track System Dalam Pemidanaan Anak, Op.Cit, hlm.26-27. 
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kumulatif atau alternatif. 94 dalam perkembangan hukum di Indonesia,  sistem dua 

jalur baru dikenal pada undang-undang yang pengatur mengenai pidana khusus atau 

lex specialis dari KUHP. Sebagai awal terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak yang memberikan pembagian mengenai sanksi pidana 

dan sanksi tindakan yang kemudian dicabut dan diperbarui dalam UU SPPA. 

Sanksi pidana dan sanksi tindakan tetap merupakan sebuah penghukuman, 

namun secara teoritik keduanya memiliki karakter yang berbeda. Ketentuan mengenai 

pidana lebih cenderung kepada penderitaan walaupun tujuan utamanya adalah 

pendidikan, pembimbingan serta pendampingan. Sedangkan dalam sanksi tindakan, 

memiliki tujuan yang lebih mengarah kepada perlindungan, pendidikan serta 

pendampingan.95 Ketentuan mengenai sanksi pidana dan tindakan bagi anak telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Namun, seiring perkembangannya undang-undang tersebut telah dicabut dan 

digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.96 

Undang-undang SPPA telah memiliki anatomi mengenai bagaimana sanksi 

dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan kepada Anak yang Berkonflik 

dengan Hukum (ABH). setidaknya terdapat lima pasal yang mengatur secara umum 

untuk menjatuhkan pidana bagi ABH yaitu: 

1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam 

undang-undang ini;97 

                                                        
94 Ibid, hlm. 38-39. 

95 Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 

133. 

96 Ibid, hlm. 134. 

97 Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;98 

3) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan 

perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim 

untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan 

mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;99 

4) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, 

pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;100 

5) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat 

Anak.101 

Perbedaan penerapan sanksi pidana antara KUHP (WvSNI) yang mengatur 

secara umum pengenaan pidana terhadap orang dewasa pada pasal 10, telah 

dikecualikan dalam Undang-undang SPPA mengenai pidana yang dapat diterapkan 

oleh anak, diatur dalam Pasal 71 mengenai pidana pokok diantaranya: 

1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: 

a. pidana peringatan; 

b. pidana dengan syarat: 

1. pembinaan di luar lembaga; 

2. pelayanan masyarakat; atau 

3. pengawasan. 

c. pelatihan kerja; 

d. pembinaan dalam lembaga; dan 

e. penjara.  

2) Pidana tambahan terdiri atas: 

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 

b. pemenuhan kewajiban adat 

Dalam menerapkan sanksi tindakan undang-undang SPPA telah mengaturnya 

dalam Pasal 82, yang diantaranya sebagai berikut: 

                                                        
98 Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

99 Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

100 Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

101 Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:  

a) pengembalian kepada orang tua/Wali; 

b) penyerahan kepada seseorang; 

c) perawatan di rumah sakit jiwa; 

d) perawatan di LPKS; 

e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau  pelatihan yang diadakan 

oleh pemerintah atau badan swasta; 

f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 

g) perbaikan akibat tindak pidana. 

Pada pengaturan UU SPPA sebenarnya tidak ditemukan adanya penggolongan 

pertanggungjawaban pidana dengan umur ABH. Namun Rusli Muhammad 

memberikan penafsiran bahwa,102 Di Indonesia walaupun tidak secara tegas mengatur 

kelompok anak yang berimbas kepada pertanggungjawabannya, tetapi dapat 

ditafsirkan bahwa kelompok anak berusia dibawah 8 (delapan) tahun tidak dapat 

diancamkan sanksi pidana dan tindakan, anak yang berusia 8 (delapan) sampai 14 

(empat belas) tahun dapat diancamkan sanksi tindakan, sedangkan anak yang berusia 

14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun hanya dapat diancamkan dengan 

sanksi pidana (pokok dan tambahan). 

D. Ratio Decidendi 

1.  Pengertian Ratio Decidendi 

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim berasal dari kata timbang yang 

memiliki arti tidak berat sebelah, sama beratnya atau seimbang, sehingga 

pertimbangan memiliki arti sebagai pendapat mengenai baik dan buruk. Sedangkan 

hakim yang berasal dari bahasa Arab memiliki arti sebagai aturan, peraturan, 

kekuasaan dan pemerintah. Hakim merupakan pihak yang memutuskan hukuman 

terhadap pihak yang dituntut.103 Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan 

                                                        
102 Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Op.Cit, hlm.145.  

103 Hlm. 81. 



 

39 
 

hakim merupakan sebuah penilaian baik dan buruk dari hakim yang didasarkan oleh 

aturan. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat”. dalam artiannya bahwa hakim harus memiliki suatu kebijaksanaan 

dalam mengambil sebuah keputusan dalam perkara yang diberikan kepadanya.  

1. Aspek-Aspek dalam Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim setidaknya harus memiliki aspek-aspek yang perlu di 

pertimbangkan dalam logika putusannya, menurut Podgorcki terdapat empat asas 

yang harus didasarkan dalam hakim melakukan pertimbangan, yaitu:104 

1) Social Engineering, atau rekayasa sosial harus memiliki rupa atau penggambaran yang 

baik terhadap situasi yang sedang dihadapi; 

2) Menganalisa penilaian-penilaian yang ada dan menempatkannya dalam hierarki. 

Analisa ini digunakan untuk memberikan hasil yang tidak menimbulkan efek yang 

dapat memperburuk keadaan; 

3) Melakukan pengecekan terhadap hipotesis-hipotesis, sebgai contoh, apakah cara yang 

dipikirkan sehingga timbul perlakuan, yang pada akhirnya akan membawa kepada 

tujuan yang dikehendaki; 

4) Memberikan rasio terhadap efek yang diberikan oleh peraturan-peraturan yang ada. 

Hakim dalam mempertimbangkan hukum tidaklah hanya berpegang teguh 

dengan apa yang dikatakan sebagai hukum dalam aturan. Namun hakim juga harus  

mempertimbangkan aspek diluar hukum yang menurut Benyamin Cadoso adalah 

                                                        
104 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, 

hlm. 32, dikutip dari, Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 164. 
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pertimbangan non doktrinal karena hal ini juga berpengaruh dalam pertimbangan 

hakim untuk mengambil keputusan.105 Sehingga dalam melakukan pertimbangan, 

hakim tidak resisten dengan aspek diluar hukum, dan terciptalah pertimbangan hakim 

dalam arti tidak berat sebelah atau seimbang. Tantangan hakim dalam membuat 

pertimbangan juga akan sangat dipengaruhi oleh adanya kontradiksi antara tuntutan 

keadila dan kepastian hukum serta bagaimana hakim memiliki cara pandang terhadap 

hukum yang berkenaan dengan pengaruh filsafat hukum dan mazhab hukum.106 

Akar dari sebuah putusan yang didasarkan oleh kalimat “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan arti penegakan hukum untuk 

tujuan keadilan, yang sesuai dengan hukum dan disertai dengan pertimbangan 

sosiologis, filosofis serta moral justice.107  Hakim sebagai figur sentral dalam 

penegakan hukum memiiki kewajiban moral dan tanggung jawab dalam hal 

menguasai konwledge, kemampuan dalam legal technical capacity dan kapasitas 

moral yang standar. Pertimbangan yang logis tidak dapat dijangkau dengan 

menerapkan pasal dalam suatu undang-undang, namun lebih dari hal itu karena 

mewujudkan keadilan yang berdasarkan norma hukum dan akal sehat jauh lebih 

penting untuk dicapai.108 

2. Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis 

Pertimbangan hakim dalam putusan memiliki dua pertimbangan mengenai 

faktor yuridis dan faktor non-yuridis. Pertimbangan yuridis yang merupakan 

pertimbangan yang berisikan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan 

                                                        
105 Ibid, hlm. 33. 

106 Ibid.  

107 Ibid, hlm.45. 

108 M. Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 86.  
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hal-hal yang diharuskan oleh undang-undang dicantumkan dalam sebuah putusan.109 

Hakim dalam melakukan pertimbangan yuridis memiliki beban tanggungjawab untuk 

memutus dan menegakkan keadilan, selain itu, hakim juga diharuskan untuk memiliki 

pertimbangan yang optimal, arif, cermat dan profesional dalam memutus perkara 

pidana untuk orang dewasa juga untuk anak.110  

Lazimnya pertimbangan yuridis untuk orang dewasa dilandaskan pada 

ketentuan pidana materiil (KUHP) dan pidana formil Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), tetapi dalam konteks pertimbangan yuridis dalam pidana 

anak tidaklah cukup apabila didasarkan atas keduanya, melainkan juga harus dilihat 

ketentuan-ketentuan lainnya seperti UU SPPA dan UU Kekuasaan Kehakiman.111 

Selain itu pertimbangan yuridis juga dilakukan pada dakwaan jaksa penuntut umum, 

keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum 

pidana. 

Pertama, dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dasar pemeriksaan di 

persidangan yang dilakukan dan berisi mengenai identitas terdakwa serta uraian 

tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dilakukannya tindak pidana 

(tempus delictie) dan tempat dilakukannya tindak pidana (locus delictie).112 Kedua, 

keterangan terdakwa, merupakan apa yang dinyatakan oleh terdakwa dalam sidang 

mengenai perbuaan yang telah dilakukannya atau yang diketahuinya atau dialaminya 

sendiri, apabila mengacu pada KUHAP Pasal 184 butir e, keterangan terdakwa 

merupakan alat bukti.113 Ketiga, keterangan saksi, merupakan salah satu komponen 

                                                        
109 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Op.Cit, hlm. 124. 

110 Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Bandung, Alumni, 2010 ,hlm. 28 

111 Ibid. 

112 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Op.Cit, hlm. 125. 

113 Ibid, hlm. 126-127. 
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penting yang perlu diperhatikan karena menjadi salah satu alat bukti. Selama 

keterangan tersebut mengenai perisitwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat 

sendiri, dan dia alami sendiri serta harus disampaikan di dalam pengadilan dengan 

sumpah terlebih dahulu.114 Keempat, Barang bukti, merupakan semua benda yang 

dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan penuntut umum di depan persidangan, 

hal ini dapat meliputi:115 

1) Benda  atau tagihan tersangka atau terdakwa sebagian atau seluruhnya yang diperoleh 

dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; 

2) Benda yang langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk 

melakukan persiapan; 

3) Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana; 

4) Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana; 

5) Benda lain yang memiliki hubungan langsung untuk melakukan tindak pidana. 

Kelima, pasal-pasal peraturan hukum pidana, dalam pertimbangan pasal 

tersebut digunakan untuk melakukan pengungkapan yang telah digunakan dalam 

dakwaan jaksa penuntut umum yang kemudian digunakan untuk formulasi ketentuan 

hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, sehingga apabila terbukti hakim akan 

menerapkan pasal tersebut menjadi dasar untuk melakukan pemidanaan atau 

tindakan.116 

Pertimbangan non-yuridis meliputi, pertama, latar belakang perbuatan 

terdakwa, merupakan segala keadaan yang membuat sebab timbulnya keinginan 

terdakwa sehingga dapat melakukan tindak pidana. Sebagai contohnya adalah 

                                                        
114 Ibid, hlm. 130. 

115 Ibid, hlm. 133. 

116 Ibid, hlm. 135. 
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keadaan ekonomi seperti kemiskinan, kekurangan serta kesengsaraan dapat menjadi 

latar belakang terdakwa melakukan kejahatan. Kemudian terdapat juga adanya 

ketidakharmonisan hubungan sosial terdakwa dengan keluarga, atau lingkungan  

lainnya.117 Kedua, akibat dari perbuatan terdakwa, merupakan perbuatan pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa seperti halnya, hilangnya nyawa orang lain (pembunuhan) 

dan hilangnya harta benda orang lain(pencurian). Selain itu, juga adanya kerugian 

yang dirasakan baik secara materiil maupun non-materiil oleh masyarakat luas. 

Sehingga apabila akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa di 

pertimbangkan maka di dalam putusan tersebut dapat memberikan keseimbangan.118 

Ketiga, kondisi diri terdakwa, merupakan keadaan fisik juga psikis yang 

dimiliki oleh terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, juga status sosial yang 

melekat pada dirinya seperti. Keadaan fisik meliputi usia, dan tingkat kedewasaan, 

sedangakn psikis merupakan keadaan yang berkaitan dengan perasaan seperti 

dendam, marah, mendapat ancaman, tekanan dari orang palin dan pikiran dalam 

keadaan kacau atau tidak normal. Kemudian maksud dari adanya status sosial 

merupakan sebuah  predikat yang dimiliki oleh terdakwa seperti pejabat, tokoh 

masyarakat, gelandangan, dan lain sebagainya.119  

Keempat, faktor agama terdakwa, implikasi dari adanya kalimat “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah adanya penyandaran diri 

hakim yang membuat putusan kepada keadilan yang berdasarkan ketuhanan, yang 

mana ketuhanan dipahami sebagai pemahaman terhadap dimensi keagamaan dan tidak 

dapat terpisahkannya Ketuhanan dengan ajaran-ajaran agama. Selain itu, cara pandang 

                                                        
117 Ibid, hlm. 136-137. 

118 Ibid, hlm. 138-139. 

119 Ibid, hlm. 139-140. 
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hakim terhadap penilaian tindakan baik dan buruk juga perlu dilakukan berdasarkan 

ajaran-ajaran agama sehingga hal ini patut untuk menjadi salah satu faktor dalam 

pertimbangan hakim memutus perkara.120  

Pertimbangan yuridis dan non-yuridis tidak memliki ketentuan yang jelas 

dalam pengaturan hukum acara KUHAP tetapi hanya memberikan sistematika 

pertimbangan, yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) sub d, bahwa putusan 

pemidnaan memuat: pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta, 

keadaan, alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan yang menjadi 

dasar penentuan kesalahan terdakwa.121 

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum 

Pendasaran pertimbangan yang diberikan oleh hakim terhadap anak yang 

berkonflik dengan hukum tidak akan terlepas dari adanya ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam instrumen-instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan 

anak, hak-hak anak serta sistem peradilan pidana anak (SPPA). Di mana hakim harus 

memahami konsep filosofis yang terdapat pada instrumen hukum anak tersebut. 

Karena dalam hal pertimbangan hakim tetap harus memberikan keputusan yang 

mencerminakan kepentingan terbaik bagi anak dan juga masyarakat umum. Oleh 

karena itu, hakim harus memperhatikan faktor yuridis dan non-yuridis dari perbuatan 

dan diri anak serta melihat kepentingan masyarakat umum yang dirugikan tidak secara 

materiil namun rasa keamanan dan ketentraman.122 

 

                                                        
120 Ibid, hlm. 142-143. 

121 Ibid, hlm. 144. 

122 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.Cit, hlm. 140. 
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E. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Islam  

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam 

 Hukum Islam menyebut hukum pidana sebagai fiqh jinayah yang memiliki arti 

sebagai adanya ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana atau perbuatan 

kriminal yang dilakukan oleh orang dewasa (mukallaf) atau orang yang dapat 

dibebankan kewajiban.123 Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam islam dapat 

diartikan sebagai pembebanan seseorang akibat perbuatannya atau tidak dilakukannya 

perbuatan yang dikerjakan meneurut kemauannya sendiri, dan orang tersebut 

mengetahui maksud dan akibat perbuatan yang dilakukannya.124 Menurut Djazuli 

pengertian jinayah dapat diklasifikasikan menjadi pengertian luas dan pengertian 

sempit dan dapat dilihat dari sanksi yang dikenakan di dalamnya:125 

a. Pengertian luas, jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan Syara’ dan 

dapat memberikan akibat hukuman had atau ta’zir; 

b. Pengertian sempit, jinayah adalah, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan 

dapat memberikan akibat hukuman had bukan ta’zir. 

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam dilakukan demi terlindunginya 

ahliyatul wujub atau hak kemanusiaan sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra 

ayat 70: “dan sesungguhnya kami memuliakan Anak Adam”.  Pertanggungjawaban 

pidana juga tidak terlepas dari adanya pihak yaitu orang dewasa atau mukallaf yang 

telah memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjaga hak orang lain dan tidak 

melanggar hak Allah. 126 Mukallaf yang telah memiliki kewajiban, memiliki 

                                                        
123 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Ctk III, UMM Press, 

Malang, 2012, hlm. 267. 

124 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm.176 

125 Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Raja Grafindo Persada, 

Jakarata, 2000, hlm. 2.  

126 Ibid, hlm.242. 
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keharusan untuk melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang 

dilarang. Hal ini dapat disebut sebagai Ahliyatul Ada atau yang disandarkan kepada 

akal sehat.127 

Mukalaf yang melanggar hak-hak orang lain secara individu maupun komunal 

maka orang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana (al masuliyah, al 

jinayah) atas perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam fiqh Jinayah 

setidaknya terdapat tiga prinsip yaitu:128 

a. Melakukan perbuatan yang telah dilarang dan/atau meninggalkan perbuatan yang 

diwajibakan; 

b. Perbuatan yang dilakukan dikerjakan atas keinginan sendiri atau memiliki kehendak 

bebas untuk memilih melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut; 

c. Diketahui adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya. 

Ketiga poin diatas harus dipenuhi dan apabila ada hal yang tidak terpenuhi 

maka pertanggungjawaban pidana dapat gugur. Seperti orang yang tidak sempurna 

akalnya dan anak-anak yang belum baligh. Pertanggungjawaban pidana juga telah 

dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yaitu: 

Q.S Al-An’am ayat 164 yang artinya:  

Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, 

padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, 

dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul 

beban dosa orang lain. 

 

 

                                                        
127 Ibid. 
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Q.S Fussilat ayat 46 yang artinya: 

Barangsiapa mengerjakan kebajikan maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri 

dan barangsiapa berbuat jahat maka (dosanya) menjadi tanggungan dirinya 

sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba(-Nya). 

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi: 

Dari ‘Aisyah RA. berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda; Pembebanan 

tanggungjawab diangkat atas tiga golongan yaitu orang yang tidur hingga ia 

terjaga, anak kecil hingga ia baligh dan orang yang gila hingga ia sembuh”. (HR. 

Bukhori, at- Tirmidzi, dan an- Nasai’). 

 

2. Anak dalam Hukum Pidana Islam 

Islam memiliki batasan-batasan dalam memberikan atau membebankan 

kewajiban terhadap orang yang beragama Islam. Batasan-batasan yang dimaksud 

tidak terkecuali dengan umur seseorang untuk mengemban kewajiban dan 

menjalankannya sesuai syariat agama. Subjek Anak dalam melakukan 

pertanggungjawaban atas tindakannya dinilai belum sempurna sesuai ketentuan Al-

Qur’an dalam Q.S An-Nur ayat 59, yang artinya: 

Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka 

meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah 

Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

 

Selain itu, dalam poin penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam 

Islam telah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW juga pernah meriwayatkan hadist 

mengenai 3 (tiga) golongan yang tidak memiliki tanggungjawab secara penuh atau 

hilangnya seluruh tanggungjawabnya yaitu, pertama, orang tidur hingga dia bangun, 

Kedua, anak kecil hingga dia baligh, ketiga, orang yang gila hingga sembuh. 

Para ulama juga memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan batas baligh 

bagi anak: 
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a. Ulama yang berpegang kepada Imam Hanafi menjelaskan bahwa batasan baligh 

seorang anak laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili 

perempuan. Sedangkan anak perempuan dapat ditandai dengan haid dan hamil. 

Sehingga ketika tidak ditemukan tanda-tanda tersebut, batas baligh anak dilakukan 

dengan menentukan umur yaitu untuk anak laki-laki 18 tahun dan untuk anak 

permpuan 17 tahun.129 

b. Para ulama yang berpegang kepada Imam Malik memiliki pandangan bahwa batasan 

anak laki-laki baligh adalah keluarnya mani secara mutlak, baik dalam keadaan 

terjaga atau dalam keadaan mimpi. Sedangkan untuk anak perempuan adalah 

kelaurnya haid dan hamil.130 

c. Para ulama yang berpegang kepada Imam Syafi’i memiliki pandangan bahwa anak 

laki-laki dianggap telah baligh pada umur 15 tahun dan keluar mani, dan apabila telah 

keluar sebelum usianya 15  tahun maka keluarnya mani dianggap sebagai penyakit 

bukan karena baligh. Sedangkan untuk anak perempuan dianggap baligh terdapat 

pada umur 9 tahun.131 

d. Para ulama yang berpegang kepada Imam Hambali berpandangan bahwa batas baligh 

anak laki-laki maupun perempuan dapat ditandai dengan adanya, pertama, keluarnya 

mani dalam keadaan sadar ataupun tidak dalam keadaan bermimpi, dengan 

bersetubuh. Kedua, mencapai usia 15 tahun. Ketiga, untuk anak perempuan adanya 

tanda haid dan hamil dan untuk banci (khuntsa) diberi batasan usia 15 tahun.132 

                                                        
129 Rika A.M Damanik, Hukum Peranggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum 

Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Al-Qonun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, 

Vol. 1, No. 3, September 2020, hlm. 186. Dikutip dari, Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh  Al-Madzahib Al-Arba’ah, 

Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, Beirut, 1972, hlm. 350. 

130 Ibid.  

131 Ibid. 

132 Ibid, Dikutip dari, Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh  Al-Madzahib Al-Arba’ah, Al-Maktabah Al-

Tijariyah Al-Kubra, Beirut, 1972, hlm. 353. 
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3. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Islam 

Kedudukan anak dalam hukum dianggap sebagai kelompok yang tergolong 

tidak mampu atau di bawah umur. Tidak mampu memiliki arti bahwa 

pertanggungjawaban yang dimiliki oleh anak belum sempurna seperti orang dewasa 

yang secara fisik maupun psikis sudah stabil dalam melakukan tindak dan 

perilakunya.133 Anak yang merupakan subjek yang tidak mampu bertanggungjawab 

secara sempurna tersebut, senada dengan hadist yang menjelaskan mengenai seorang 

anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, hal ini 

karena usia seorang anak belum dianggap puber, sehingga qadhi (hakim) hanya akan 

berhak melakukan teguran atas kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan 

bagi anak yang membantu untuk memperbaikinya dan menghentikannya dari 

membuat kesalahan di masa yang akan datang.134 

Pertanggungjawaban pidana oleh anak diberikan ketika anak telah memiliki 

kemampuan dalam hal memahami kebaikan dan keburukan dari suatu hal yang akan 

dilakukannya atau dapat disebut sebagai kemampuan berpikir (idrak)135 kemudian 

dikenal dengan adanya perkembangan mengenai organ reproduksi anak, seperti 

halnya laki-laki yang telah mengeluarkan mani (iqhtilam) atau untuk perempuan yaitu 

mengeluarkan haid. Namun karena hal ini tidak selalu sama antara anak satu dan anak 

yang lain dan dibarengi dengan pengaruh iklim, suhu, tempramen dan tabiat seseorang 

serta lingkungannya.136 Sehingga para ulama menggunakan standar batasan umur 

                                                        
133 Abdul Munib, Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif 

dan Hukum Pidana Islam, Voice Justisia, Vol 4, No. 1, Maret 2020, hlm. 4 

134 Ibid, hlm. 5. Dikutip dari, Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Dar al Fikr, Beirut, 1994, hlm. 289.  

135 Taufiqi Rahman, Hukuma Maksimum Bagi Anak di Bawah Umur: Perbandingan Hukum Islam dan 

Hukum Positif, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm. 21. 

136 Imam Muttaqin, Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif 

Dan Hukum Pidana Islam, Asy-Syari’ah, Vol. 2 No. 2, Januari 2016, hlm 58. 
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yang tepat dan memberikan batas hingga umur-umur menuju ke dewasa seperti umur 

15 sampai 17 tahun. Pemberian pidana oleh anak sebagai pertanggungjawabannya atas 

tindakan tersebut haruslah diketahui bagaimana kondisi anak dan kompetensi diri 

anak dalam melakukan tindak pidana tersebut.  

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh hakim dapat juga dengan 

pengembalian kepada orang tua karena tanggungjawab pemeliharaan anak yang 

paling utama merupakan tanggungjawab kedua orang tuanya, sebagaimana 

disebutkan dalam Q.S At-Tahrim ayat 6, yang artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 

yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai orang tua yang memiliki seorang anak, orang tua 

memiliki fungsi yang harus dilakukan untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak 

yaitu fungsi pengayoman dan fungsi pendidik.137 

Pertanggungjawaban pidana untuk anak dalam islam digunakan cara pandang 

untuk bagaimana anak diberikan sebuah pembimbingan dan pendidikan dan bukan 

penghukuman agar anak yang menjadi penerus masa depan menjadikan anak bukan 

sebagai mantan narapidana yang penuh salah dan stigma buruk. Tetapi menjadi 

seorang yang optimis dan telah berubah menjadi seorang yang tumbuh dewasa dengan 

keinginan baik dan menjauhi perbuatan yang buruk dan berlomba-lomba dalam 

melakukan kebaikan. Pentingnya mengetahui kondisi diri anak dan latar belakang 

anak dapat menimbulkan adanya kesimpulan yang adil dalam pemberian 

pertanggungjawaban pidana terhadap anak. 

 

                                                        
137Abdul Munib, Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif 

dan Hukum Pidana Islam, Op.Cit, hlm. 5-6. 
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BAB III 

KECENDERUNGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA PENJARA 

TERHADAP PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DAN 

PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (THE BEST 

INTEREST OF THE CHILD) DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA 

ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM. 

A. Kecenderungan Pidana Penjara dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan 

Hukum 

Berdasarkan 10 (sepuluh) putusan yang dilakukan pengkajian terkait 

kecenderungan penerapan pidana penjara terhadap anak. Didapatkan kesimpulan 

bahwa pidana penjara masih menjadi bentuk penjatuhan pidana utama kepada Anak 

yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Kecenderungan penerapan pidana penjara 

sedikit banyak dipengaruhi oleh jenis pidana yang diancamkan oleh undang-undang, 

seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (KUHP) dan Undang-

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tjdelijke 

Bijzondere Strafbepalingen”.  

Ancaman pidana dalam beberapa undang-undang di Indonesia memang belum 

banyak mengakomodir pemidanaan dalam bentuk sanksi pidana sekaligus sanksi 

tindakan. Dalam KUHP lama pidana denda merupakan salah satu jenis sanksi yang ada 

di dalam KUHP yang dimaksudkan agar para pelanggar KUHP dapat dibebani 

pembayaran sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu atas  kerugian yang 

ditimbulkan oleh karena dilanggarnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk 

kepentingan ketertiban masyarakat atau korban kembali seperti sediakala.138 Pidana 

denda yang menjadi pidana alternatif dalam sistem sanksi KUHP dari pada pidana 

                                                        
138 Aisah, Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP, Lex Crimen, Vol. IV, No. 1, Jan-Mar 2015, 

hlm. 215. diikutip dari I.A Budivaja dan Y Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, Jurnal 

Hukum, Vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78.   
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perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam praktik peradilan Indonesia.139 Faktor 

yang memengaruhi hakim dalam menerapkan juga dikarenakan tidak adanya 

keselarasan nilai mata uang yang berlaku, karena dalam ancaman pidana denda diatur  

berkisar Rp. 900 – 150.000.140 Pada Pasal 10 KUHP terdapat pidana pokok dan pidana 

tambahan, namun tidak memiliki sanksi tindakan yang jelas dan dapat menjadi sanksi 

alternatif maupun kumulatif yang diterapkan oleh para pelaku tindak pidana.  

Kecenderungan hakim dapat berarti bahwa memang adanya pengaturan hukum 

materiil yang hanya menyediakan pemidanaan penjara sebagai hukuman yang “paling 

utama” dalam penerapannya. Ditambah dengan cara pandang para aparat penegak 

hukum (APH) yang juga sangat memengaruhi adanya kecenderungan penerapan pidana 

penjara yang terjadi karena faktor dari sistem pemidanaan dalam hukum materiilnya 

juga dalam diri para aparat penegak hukum. 

Berikut, merupakan 10 (sepuluh) putusan yang dianalisis dan pasal yang terbukti 

dalam persidangan dengan terdakwa ABH antara lain: 

Tabel 2. Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Anak yang Berkonflik 

dengan Hukum 

No Nomor Putusan Tindak 

Pidana 

Ancaman Pidana Penjatuhan 

Pidana 

1. Putusan Nomor 

9/Pid.Sus-

Anak/2020/PN 

Sleman 

Pasal 2 Ayat 

(1) Undang-

Undang 

Darurat 

Nomor 12 

Tahun 1951 

tentang 

Mengubah 

"Ordonnant

ie Tjdelijke 

Bijzondere 

Barang siapa yang tanpa 

hak memasukkan ke 

Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba 

memperolehnya, 

menyerahkan atau 

mencoba menyerahkan, 

menguasai, membawa, 

mempunyai persediaan 

padanya atau mempunyai 

dalam miliknya, 

Pidana Penjara 

masing-masing 1 

(satu) bulan dan 2 

(dua) hari 

                                                        
139 Andi Hamzah, Sistem dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 53. 

140 Ibid, hlm. 56. 
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Strafbepalin

gen” 

(STBL. 

1948 No.17)   

jo Pasal 55 

Ayat (1) ke-

1 KUHP. 

menyimpan,mengangkut, 

menyembunyikan, 

mempergunakan atau 

mengeluarkan dari 

Indonesia sesuatu senjata 

pemukul, senjata 

penikam, atau senjata 

penusuk (slag-, steek-, of 

stootwapen), dihukum 

dengan hukuman penjara 

setinggi-tingginya 

sepuluh tahun. 

2

2.  

Putusan Nomor 

10/Pid.Sus-

Anak/2020/PN 

Wonosari 

Pasal 2 Ayat 

(1) Undang-

Undang 

Darurat 

Nomor 12 

Tahun 1951 

tentang 

Mengubah 

"Ordonnant

ie Tjdelijke 

Bijzondere 

Strafbepalin

gen” 

(STBL. 

1948 No.17)  

Barang siapa yang tanpa 

hak memasukkan ke 

Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba 

memperolehnya, 

menyerahkan atau 

mencoba menyerahkan, 

menguasai, membawa, 

mempunyai persediaan 

padanya atau mempunyai 

dalam miliknya, 

menyimpan,mengangkut, 

menyembunyikan, 

mempergunakan atau 

mengeluarkan dari 

Indonesia sesuatu senjata 

pemukul, senjata 

penikam, atau senjata 

penusuk (slag-, steek-, of 

stootwapen), dihukum 

dengan hukuman penjara 

setinggi-tingginya 

sepuluh tahun. 

Pidana Penjara 

selama 1 (satu) 

tahun dan 2 (dua) 

bulan. 

3.  Putusan Nomor 

7/Pid.Sus-

Anak/2022/PN 

Yogyakarta 

Pasal 2 Ayat 

(1) Undang-

Undang 

Darurat 

Nomor 12 

Tahun 1951 

tentang 

Mengubah 

"Ordonnant

ie Tjdelijke 

Bijzondere 

Strafbepalin

gen” 

(STBL. 

1948 No.17) 

Barang siapa yang tanpa 

hak memasukkan ke 

Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba 

memperolehnya, 

menyerahkan atau 

mencoba menyerahkan, 

menguasai, membawa, 

mempunyai persediaan 

padanya atau mempunyai 

dalam miliknya, 

menyimpan,mengangkut, 

menyembunyikan, 

mempergunakan atau 

mengeluarkan dari 

Pidana Penjara 

selama 1 (satu) 

tahun 
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Indonesia sesuatu senjata 

pemukul, senjata 

penikam, atau senjata 

penusuk (slag-, steek-, of 

stootwapen), dihukum 

dengan hukuman penjara 

setinggi-tingginya 

sepuluh tahun. 

4.  Putusan Nomor 

13/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Mrs 

Pasal 2 Ayat 

(1) Undang-

Undang 

Darurat 

Nomor 12 

Tahun 1951 

tentang 

Mengubah 

"Ordonnant

ie Tjdelijke 

Bijzondere 

Strafbepalin

gen” 

(STBL. 

1948 No.17)   

jo Pasal 55 

Ayat (1) ke-

1 KUHP. 

Barang siapa yang tanpa 

hak memasukkan ke 

Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba 

memperolehnya, 

menyerahkan atau 

mencoba menyerahkan, 

menguasai, membawa, 

mempunyai persediaan 

padanya atau mempunyai 

dalam miliknya, 

menyimpan,mengangkut, 

menyembunyikan, 

mempergunakan atau 

mengeluarkan dari 

Indonesia sesuatu senjata 

pemukul, senjata 

penikam, atau senjata 

penusuk (slag-, steek-, of 

stootwapen), dihukum 

dengan hukuman penjara 

setinggi-tingginya 

sepuluh tahun. 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP: mereka yang 

melakukan, yang 

menyuruh melakukan, 

dan yang turut serta 

melakukan perbuatan 

Pidana Penjara 1 

(satu) bulan 15 

(lima belas) hari  

5.  Putusan Nomor 

11/Pid.Sus-

Anak/2020/PN Smn 

Pasal 363 

ayat 1 ke-3 

dan ke-5 

Kitab 

Undang-

Undang 

Hukum 

Pidana 

Dengan Hukuman 

penjara selama-lamanya 

tujuh tahun, dihukum: 

Ayat 1 ke-3: pencurian 

pada waktu malam dalam 

sebuah rumah atau 

pekarangan yang tertutup 

yang ada rumahnya, 

dilakukan oleh orang 

yang ada disitu tiada 

dengan setahunya atau 

bertentangan dengan 

Pidana Penjara 2 

(dua) bulan 
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kemauannya orang yang 

berhak (yang punya); 

Ayat 1 ke-5: pencurian 

yang dilakukan oleh 

tersalah dengan masuk 

ketempat kejahatan itu 

atau dapat mencapai 

barang untuk diambilnya, 

dengan jalan 

membongkar, memecah 

atau memanjat atau 

dengan jalan memakai 

kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian 

jabatan, palsu. 

6.  Putusan Nomor 

4/Pid.Sus-

Anak/2023/PN Ktp 

Pasal 363 

ayat 1 ke-4 

dan ke-5 

Kitab 

Undang-

Undang 

Hukum 

Pidana 

Dengan hukuman penjara 

selama-lamanya tujuh 

tahun, dihukum: 

Ayat (1) ke-4 : pencurian 

dilakukan oleh dua orang 

bersama-sama atau lebih  

Ayat (1) ke-5: pencurian 

yang dilakukan oleh 

tersalah dengan masuk 

ketempat kejahatan itu 

atau dapat mencapai 

barang untuk diambilnya, 

dengan jalan 

membongkar, memecah 

atau memanjat atau 

dengan jalan memakai 

kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian 

jabatan, palsu. 

Pidana Penjara 5 

(lima) Bulan 

7.  Putusan Nomor 

39/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Smn 

Pasal 363 

ayat 1 ke-3 

dan ke-5 

Kitab 

Undang-

Undang 

Hukum 

Pidana 

Dengan Hukuman 

penjara selama-lamanya 

tujuh tahun, dihukum: 

Ayat (1) ke-3: pencurian 

pada waktu malam dalam 

sebuah rumah atau 

pekarangan yang tertutup 

yang ada rumahnya, 

dilakukan oleh orang 

yang ada disitu tiada 

dengan setahunya atau 

bertentangan dengan 

kemauannya orang yang 

berhak (yang punya); 

Ayat (1) ke-5: pencurian 

yang dilakukan oleh 

Pidana Penjara 2 

(dua) bulan 
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tersalah dengan masuk 

ketempat kejahatan itu 

atau dapat mencapai 

barang untuk diambilnya, 

dengan jalan 

membongkar, memecah 

atau memanjat atau 

dengan jalan memakai 

kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian 

jabatan, palsu. 

8.  Putusan Nomor 

27/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Pbr 

Pasal 363 

ayat (1) ke-3 

dan ke-4 

Kitab 

Undang-

Undang 

Hukum 

Pidana 

Dengan hukuman penjara 

selama-lamanya tujuh 

tahun, dihukum: 

Ayat (1) ke-3: pencurian 

pada waktu malam dalam 

sebuah rumah atau 

pekarangan yang tertutup 

yang ada rumahnya, 

dilakukan oleh orang 

yang ada disitu tiada 

dengan setahunya atau 

bertentangan dengan 

kemauannya orang yang 

berhak (yang punya); 

Ayat (1) ke-4 : pencurian 

dilakukan oleh dua orang 

bersama-sama atau lebih 

Pidana Penjara 7 

(tujuh) bulan 

9.  Putusan Nomor 

15/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Mkd 

Pasal 363 

Ayat (1) ke-

3 dan ke-5 

Kitab 

Undang-

Undang 

Hukum 

Pidana 

Dengan Hukuman 

penjara selama-lamanya 

tujuh tahun, dihukum: 

Ayat (1) ke-3: pencurian 

pada waktu malam dalam 

sebuah rumah atau 

pekarangan yang tertutup 

yang ada rumahnya, 

dilakukan oleh orang 

yang ada disitu tiada 

dengan setahunya atau 

bertentangan dengan 

kemauannya orang yang 

berhak (yang punya); 

Ayat (1) ke-5: pencurian 

yang dilakukan oleh 

tersalah dengan masuk 

ketempat kejahatan itu 

atau dapat mencapai 

barang untuk diambilnya, 

dengan jalan 

membongkar, memecah 

Pidana Penjara 6 

(enam) bulan 
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atau memanjat atau 

dengan jalan memakai 

kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian 

jabatan, palsu. 

10.  Putusan Nomor 

11/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Liwa 

Pasal 363 

Ayat (1) ke-

4 dan ke-5 

Kitab 

Undang-

Undang 

Hukum 

Pidana 

Dengan hukuman penjara 

selama-lamanya tujuh 

tahun, dihukum:  

Ayat (1) ke-4 : pencurian 

dilakukan oleh dua orang 

bersama-sama atau lebih  

Ayat (1) ke-5: pencurian 

yang dilakukan oleh 

tersalah dengan masuk 

ketempat kejahatan itu 

atau dapat mencapai 

barang untuk diambilnya, 

dengan jalan 

membongkar, memecah 

atau memanjat atau 

dengan jalan memakai 

kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian 

jabatan, palsu. 

Pidana Penjara 

10 (sepuluh) 

bulan 

 

Berdasarkan 10 (sepuluh) putusan di atas pasal yang dijatuhkan antara lain adalah 

membawa senjata tajam tanpa hak Pasal 2 ayat (1) UU Drt. 11 Tahun 1951 yang pidana 

maksimalnya adalah 10 tahun, dan pencurian dengan keadaan memberatkan Pasal 363 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pidana maksimalnya adalah 7 

tahun. Kenakalan anak dalam pertimbangan hakim memiliki kecenderungan menilai 

dengan standar orang dewasa. Padahal dalam konvensi-konvensi internasional 

mengenai anak dan UU SPPA memberikan peringatan bahwa pidana penjara 

seharusnya tidak diberikan kepada anak dan menjadikan pidana penjara sebagai 

langkah terakhir.  

Menurut Pasal 40 dalam Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa, “Tiap anak 

yang dituduh melanggar hukum harus diperlakukan dengan cara-cara yang 

menghormati hak-haknya. Anak harus diberikan bantuan hukum dan hukuman dalam 



 

58 
 

bentuk pemenjaraan dijatuhkan hanya atas kejahatan yang sangat serius.” Selain itu, 

dalam Pasal 2 huruf i UU SPPA berbunyi, “perampasan kemerdekaan dan pemidanaan 

sebagai upaya terakhir. pada penjelasan pasal menegaskan bahwa yang dimaksud 

“perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak 

tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian 

perkara.” Kemudian dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA berbunyi, “Pidana penjara 

terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.”  

Kesimpulan yang dapat ditarik dari 10 (kesepuluh) putusan yang dianalisa terdapat 

kecenderungan hakim untuk memberikan pidana penjara terhadap ABH yang antara 

lain 8 (delapan) putusan menjatuhkan penjara kurang dari 1 (satu) tahun dan 2 (dua) 

putusan memberikan pidana lebih dari 1 (satu) tahun. Padahal peraturan mengenai hak 

anak dan UU SPPA di Indonesia telah memberikan penekanan secara jelas mengenai 

adanya pengecualian pidana penjara sebagai pidana pokok namun menjadi pilihan 

terakhir. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 40 Konvensi Hak Anak diatas, bahkan 

pemenjaraan anak hanya dapat dilakukan apabila anak melakukan kejahatan yang 

sangat serius. Kejahatan yang serius yang dilakukan oleh anak tidak memiliki 

kualifikasi atau pengaturan khusus yang menjelaskannya terkhusus dalam UU SPPA. 

Sehingga hakim dalam menentukan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak hanya bersandarkan kepada penilaiannya sendiri juga stigma yang melekat dari 

tindak pidana tersebut. 

Alasan-alasan mengenai tidak direkomendasikannya penjatuhan pidana penjara 

kepada ABH, karena pemenjaraan akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan yang 

membentuk anak. Dalam berbagai penelitian, pidana penjara kepada anak setidaknya 

memberikan stigmatisasi oleh lingkungan kepada anak yang menyebabkan 

terganggunya masa depan anak sehingga anak akan terpinggirkan dari pergaulan 



 

59 
 

masyarakat dan anak juga dapat belajar untuk melakukan kejahatan lain di dalam 

penjara. 141 Sehingga dari pemberian stigma tersebut membuat anak merasa tidak 

diterima oleh masyarakat sehingga membuat sebuah lingkungan yang menerimanya 

atau sama dengan anak, hal ini justru membuat anak dapat mengulangi tindak pidana 

yang sama atau tindak pidana yang lebih serius.  

Paradigma hakim dalam memutuskan pidana penjara terhadap anak tidaklah 

sejalan dengan bagaimana anak harus diperlakukan. Terlihat dalam Putusan Nomor 

9/Pid.Sus/2020/PN. Smn, Hakim memutus pidana penjara tidak memperhatikan hasil 

laporan penelitian kemasyarakatan yang menjelaskan bahwa,  

Proses hukum yang telah dilalui oleh Telah memberikan efek penjeraan dan 

menimbulkan trauma terhadap diri Anak, dan Anak membutuhkan 

kedekatan dengan keluaraga, sehingga rekomnedasi Pembimbing 

Kemasyarakatan adalah penjatuhan Pidana dengan Syarat Pengawasan.  

Namun hakim tidak sependapat dengan hasil penelitian tersebut dan justru menilai 

bahwa perbuatan pidana yang dilakukan anak dianggap harus diganjar dengan 

pembinaan dalam lembaga yang dalam amar putusannya memberikan pidana penjara 

yang dianggap berguna untuk kepentingan terbaik bagi anak dan memenuhi rasa 

keadilan dan sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Anak.  

Pemberian pidana penjara terhadap ABH juga ditemukan pada Putusan Nomor 

10/Pid.Sus-Anak/2020/Pn. Wno yang tidak sependapat dengan laporan penelitian 

kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi agar anak dilakukan pembinaan dalam 

Lembaga Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta, yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

                                                        
141 Sri Sutatiek, Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia: Urgensi 

Penerbitan Panduan Pemindanaan (the sentencing guidelines) untuk Hakim Anak, Aswaja, Pressindo, 

Yogyakarta, 2013, hlm. 45, dikutip dari, Made Sadhi Astuti, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak 

Pidana, Penerbit IKIP, Malang, 1997, hlm. 176. 
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1. Perbuatan Anak meresahakan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat, 

anak membawa senjata tajam meskipun tidak melakukan penganiayaan; 

2. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, anak tidak akan mengulangi 

perbuatannya lagi dan kedepannya anak agar fokus dengan pendidikannya; 

3. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menatap masa depan melalui 

pendidikan, karena saat ini anak masih sekolah di SMK Muhammadiyah 3 

Yogyakarta kelas X; 

4. Orang tua anak masih bersedia mengasuh, membimbing dan mengawasi anak 

supaya kedepannya tidak mengulangi perbuatannya dan anak memiliki motivasi 

positif; 

5. Warga masyarakat dan pemerintah desa Panggungharjo masih bersedia 

membantu untuk membimbing dan mengawasi anak supaya kedepannya bisa 

menjadi warga yang bisa memberikan pengaruh positif kepada warga lainnya 

terutama pemuda kampung; 

6. Tidak dilakukan penahanan terhadap anak. 

Dari keenam poin dari hasil penelitian kemasyarakatan hakim tidak sependapat 

dan memberikan pertimbangan bahwa,  

Menimbang bahwa dari uraian yang telah dijabarkan diatas Hakim 

memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terkandung 

sifat melawan hukum, bahwa apa yang diniati dan dapat diwujudkan 

seketika ia berkeinginan dengan melakukan kekerasan fisik dengan 

menggunakan senjata penusuk/penikam tanpa ada sasaran yang jelas, 

dengan arti lain bahwa siapapun dapat menjadi korban sehingga hal 

tersebut dikategorikan membahayakan masyarakat, begitu pula 

fenomena kekerasan fisik tanpa sasaran yang jelas dengan senjata tajam 

adalah suatu fenomena yang meresahkan masyarakat di wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta, untuk itu Hakim tidak sependapat dengan 

rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga Hakim 

berpandangan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada 

Anak sudah dianggap adil dan layak guna kepentingan yang terbaik bagi 

Anak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini; 

Adanya ketidaksamaan cara pandang hakim dengan peneliti bapas ini 

menyebabkan hakim kemudian memeberikan pidana penjara sebagai hal yang dianggap 

adil dalam melindungi kepentingan masyarkat dan kepentingan terbaik bagi anak. 

Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Yyk anak yang melakukan 

tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk telah dijerat dengan 

pidana 1 tahun di LPKA. Hakim dalam memberikan pertimbangannya cenderung 

memberikan perlakuan kepada anak sebagai orang dewasa dengan memberikan fakta 

bahwa anak telah menikah dan memiliki anak. Lalu kemudian hakim menjelaskan:  
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Bahwa terhadap Anak yang telah menikah secara fisik, psikis, maupun 

sosial orang yang sudah menikah telah memiliki kesempurnaan pribadi 

baik fisik, psikis maupun sosial sehingga sebetulnya secara psikologis 

tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak yang belum memiliki 

kematangan fisik, psikis maupun sosial.  

Dalam putusan ini tidak ditemukan penjelasan dari hasil penelitian walaupun 

penjelasan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan juga telah membaca hasil penelitian 

kemasyarakatan. Padahal dalam hal ini penjelsan hakim tidaklah memiliki dasar bahwa 

anak yang telah menikah kemudian menjadi patokan dalam hal kedewasaan fisik, psikis 

maupun sosial seperti layaknya orang dewasa. 

Putusan Nomor 13/Pid-Sus-Anak/2022/Pn.Mrs juga memiliki faktor yang sama 

dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara dan tidak sepaham dengan hasil 

penelitian bapas, pada penelitian kemasyarakatan nomor Register: I.B/C08/02062216 

tanggal 14 Juni 2022 disimpulkan bahwa hasil rekomendasinya menyatakan “bahwa 

sekiranya para Anak dikembalikan kepada orang tua dengan syarat kerja sosial di 

masjid dekat rumah para anak selama 3 (tiga) bulan.” Dari hasil rekomnedasi tersebut 

hakim beranggapan bahwa adanya kepentingan masyarakat yang di jaga menyebabkan 

tindak pidana yang dilakukan oleh Anak patut untuk dikenakan pemidanaan penjara. 

Tidak sepakatnya hakim terhadap rekomendasi hasil penelitian dari bapas juga 

terdapat pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sleman. Dimana laporan 

penelitian tersebut berkesimpulan bahwa dilakukan pembinaan di Balai Perlindungan 

dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

1. Klien masih berusia 15 tahun, sehingga masih tergolong sebagai anak; 

2. Klien telah mengakui dan menyesali perbuatannya; 

3. Keluarga cukup kewalahan dalam mengawasi klien dan berharap klien 

mendapatkan rehabilitasi sosial;  

4. Klien saat ini tidak menempuh Pendidikan formal sehingga memerlukan 

keterampilan untuk bekal bagi klien di masa mendatang. 
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Dari keempat poin tersebut yang dijelaskan hakim tetap menganggap bahwa 

pidana penjara merupakan pidana yang adil dan merupakan pidana yang memiliki 

muatan kepentingan terbaik bagi anak. 

Pada Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Sleman hakim juga tidak 

sependapat dengan adanya rekomendasi dari hasil penelitian pemsyarakatan bapas yang 

pada intinya menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak karena kurangnya didikan orang tua yang meyebabkan anak sulit 

membedakan perilaku baik dan buruk dan tidak memiliki pemikiran panjang atas 

perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dalam kesimpulannya peneliti kemasyarakatan 

memberikan rekomendasi agar anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di Balai 

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Hakim yang tidak sependapat 

dengan rekomendasi ini menganggap bahwa karena UU SPPA membolehkan adanya 

pidana penjara, maka anak dihukum dengan penjara selama 2 (dua) bulan. 

Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pekanbaru yang mengadili anak 

karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Bahwa disini hakim 

dan peneliti kemaysarakatan anak sependapat bahwa anak direkomendasikan pidana 

penjara di LPKA Pekanbaru. Namun terhadap alasan mengapa anak direkomendasikan 

pidana penjara di LPKA dalam putusan tersebut tidak dijelaskan. Sehingga pada 

akhirnya anak di pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena dianggap telah 

melakukan tindak pidana menyerupai orang dewasa dan sudah dilakukan 6 (enam) kali 

melakukan pencurian. Disini terlihat bahwa adanya cara pandang hakim memahami 

anak sebagai orang yang telah dewasa dan layak dijatuhi pidana seperti orang dewasa. 

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mungkid, juga memiliki kesamaan 

dengan putusan di atas, yaitu adanya kesepakatan antara hakim dengan peneliti 

kemasyarakatan yang merekomnedasikan anak di pidana dengan pidana penjara di 
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LPKA Kutoarjo. Kemudian hal ini senada dengan hukuman yang dijatuhkan oleh 

hakim yaitu 6 (enam) bulan penjara. Dalam hal ini anak dianggap oleh para saksi sering 

melakukan pencurian di lingkungan masyarakat sehingga meresahakan masyarakat. 

stigmatisasi yang diperoleh oleh anak sudah dianggap sangat membebani anak sebelum 

ia melakukan tindak pidana dalam putusan ini. Sehingga pengambilan keputusan 

adanya pembinaan dalam LPKA dianggap tidak menghindarkan anak dari 

penghilangan stigmatisasi namun menambah stigma anak yang menjadi terpidana. 

Putuasan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Liwa, juga memiliki pola yang 

sama dimana adanya kesenadaan terhadap rekomnedasi peneliti kemasyarakatan dan 

penjatuhan pidana oleh hakim. Dimana anak dijatuhi pidana penjara di LPKA selama 

10 (sepuluh) bulan. Dalam hal ini alasan peneliti pemasyarakatan memberikan pidana 

penjara tidak ditemukan dan hanya berkesimpulan bahwa anak diberikan pidana 

penjara. 

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023 PN Ketapang, dijelaskan bahwa hasil 

laporan pembimbing kemasyarakatan memliki kesimpulan bahwa:  

1. Faktor Utama penyebab ABH terlibat dalam tindak pidana ini dikarenakan 

kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua dan tidak mendapat 

pendidikan formal (putus sekolah); 

2. ABH menanggapi bahwa apa yang dilakukan merupakan perbuatan yang 

salah dan melanggar hukum dan memohon kepada pihak sekolah agar dapat 

memaafkan perbuatannya; 

3. Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat berpendapat agar berhati-

hati dalam menyikapi masalah ini dan berharap pihak yang berwajib 

mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada ABH, karena jalan 

yang ditempuh dimaksudkan agar menyelamatkan masa depan ABH agar 

terhindar dari hukuman yang menjeratnya. 

Kesimpulan dari hasil laporan tersebut berujung kepada adanya rekomendasi agar anak 

dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang seringan-ringannya dikarenakan 

ABH belum pernah dihukum. Kemudian, diberikan penjatuhan pidana oleh hakim 

selama 10 (sepuluh) bulan penjara. 
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 Dari putusan yang dianalisa ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai 

kecocokan pemidanaan yang dijatuhkan kepada ABH antara hakim dan peneliti bapas 

yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 3. Keselarasan Rekomendasi Bapas dengan penjatuhan pidana oleh 

Hakim 

 

No. 

 

Putusan 

Rekomendasi 

Bapas 

Pidana yang 

dijatuhkan kepada 

ABH 

1. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-

Anak/2020/PN Sleman 

Pidana dengan 

syarat pengawasan 

Pidana Pidana 

masing-masing 1 

(satu) bulan dan 2 

(dua) hari 

2. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

Anak/2020/PN Wonosari 

Pembinaan dalam 

Lembaga Balai 

Perlindungan 

Rehabilitasi Sosial 

Remaja (BPRSR) 

Pidana penjara 1 

(satu) tahun 2 (dua) 

bulan 

3. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Yogyakarta 

Tidak ditemukan 

hasil penelitian 

dalam putusan 

Pidana penjara 1 

(satu) tahun di 

LPKA 

4. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Mrs 

Kerja Sosial  Pidana penjara 1 

(satu) bulan 15 

(lima belas) hari 

5. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-

Anak/2020/PN Smn 

Pembinaan dalam 

Lembaga Balai 

Perlindungan 

Rehabilitasi Sosial 

Remaja (BPRSR) 

Pidana penjara 2 

(dua) bulan 

6. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

Anak/2023/PN Ktp 

Pembinaan dalam 

Lembaga Balai 

Perlindungan 

Rehabilitasi Sosial 

Remaja (BPRSR) 

Pidana penjara 5 

(lima) bulan 

7. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Smn 

Pidana penjara di 

LPKA 

Pidana penjara 2 

(dua) bulan 

8. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Pbr 

Pidana penjara di 

LPKA 

Pidana penjara 7 

(tujuh) bulan 

9. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Mkd 

Pidana penjara di 

LPKA 

Pidana penjara 6 

(enam) bulan 

10. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Liwa 

Pidana penjara 

seringan-ringan 

Pidana penjara 10 

(sepuluh) bulan 
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Dari 10 (sepuluh) putusan didapatkan hasil yaitu, 6 (enam) putusan yang tidak 

mengikuti rekomendasi peneliti Bapas, kemudian terdapat 4 (empat) hakim sependapat 

dengan peneliti Bapas. Adanya perbedaan mengenai rekomendasi peneliti bapas dan 

Hakim dianggap merupakan adanya ketidakselarasan bagaimana menyikapi adanya 

perbedaan cara pandang mengenai pemidanaan anak yang tetap menjunjung tinggi 

kemartabatan dan harga diri anak serta yang paling utama adalah adanya kepentingan 

terbaik bagi anak yang dipertimbangkan. Walaupun dalam hal pertimbangan 

kepentingan terbaik bagi anak yang tidak mungkin mengesampingkan kepentingan 

umum yang harus dijaga oleh hukum pidana sebagai hukum publik yang melindungi 

ketertiban sosial maupun umum. Selain itu, dalam putusan yang dikaji juga ditemukan 

adanya keselarasan paham antara hakim dan Peneliti Bapas yang sesuai dengan hasil 

laporannya sehingga merekomendasikan dijatuhkan pidana penjara. 

Kecenderungan memberikan pemenjaraan sebagai pemidanaan terhadap ABH 

juga terlihat dari adanya penahanan dalam proses persidangan yang dilakukan. Dapat 

diketahui bahwa dalam Pasal 3 huruf g menyatakan hak dari ABH yang menjalani proses 

peradilan pidana salah satunya adalah “tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali 

sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”. Dalam kesepuluh putusan 

yang dilakukan penelitian. Terlihat bahwa seluruh putusan melakukan penahanan 

terhadap ABH. Dalam salah satu putusan yaitu Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

Anak/2023/PN.Ktp menjelaskan bahwa, Penahanan anak dilandasi dengan alasan yang 

cukup. Hal ini terlihat juga dalam putusan-putusan yang lain sehingga anggapan bahwa 

dengan alasan-alasan karena ABH melakukan tindak pidana yang dianggap juga 

mengganggu ketertiban umum maka penahanan selama proses persidangan dilakukan 

tanpa memiliki pertimbangan dan ketentutan-ketentuan khusus agar memiliki ketepatan 

dalam memutuskan ABH dilakukan penahanan. 
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Pendominasian adanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak dianggap 

memiliki kecenderungan kepada adanya pembalasan dan efek penjeraan karena cara 

pandang hukum pidana yang keras dan mendatangkan nestapa karena perbuatan yang 

dilakukan oleh pelaku.142 Anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah memiliki tolak 

ukur pemidanaan tersendiri dalam UU SPPA serta instrumen internasional mengenai 

anak terlihat tidak digunakan secara menyeluruh serta lebih menitikberatkan kepada 

penghukuman yang tercantum dalam KUHP atau hukum pidana materiil yang diterapkan 

terhadap diri ABH.  

Pertimbangan yuridis dapat menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang 

dijadikan sebagai sumber hukum materil menjelaskan secara tekstual bahwa ada suatu 

tindakan yang dilarang dan di terapkan pada suatu kasus yang konkret mengenai suatu 

tindakan yang dilarang hukum. Pertimbangan ini juga tidak hanya terjadi pada ranah 

konkretisasi, tetapi juga terjadi pada ranah prosedur bagaimana seorang pelanggar 

harus di perlakukan sebagaimana mestinya.  

Terdapat beberapa kriteria mengenai adanya proses menimbang dalam ranah 

yuridis menurut Rusli Muhammad yaitu, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan 

saksi dan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana lainnya.143 

Dari beberapa kriteria tersebut ditemukan bahwa seluruh putusan memiliki 

pertimbangan yuridis yang matang mengenai penerapan pasal dalam peristiwa konkret 

serta prosedur yang harus dijalankan menurut hukum acara. 

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

Dari 10 (kesepuluh) putusan terdapat pertimbangan mengenai surat dakwaan 

yang diberikan oleh ABH. Dakwaan yang dilayangkan oleh JPU terhadap 

                                                        
142 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Loc.Cit. 

143 Rusli Muhammad, Loc.Cit. 
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pemidanaan terhadap ABH telah dicantumkan secara ringkas dalam putusan yang 

telah diteliti. Dakwaan yang telah disebutkan menjadi salah satu acuan hakim dalam 

melakukan pemidanaan. Dari kesepuluh putusan tersebut juga hakim dalam 

pertimbangannnya juga menggunakan dakwaan JPU menjadi bahan 

pertimbangannya. 

2. Keterangan Terdakwa  

Keterangan terdakwa atau dalam hal ini adalah ABH juga memiliki 

kesaamaan untuk patut didengarkan pada saat di dalam persidangan. Hal ini senada 

dengan adanya amanat dalam Pasal 184 huruf e Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana yang menjadikan keterangan terdakwa (ABH) sebagai alat bukti. 

Apabila dikonteks kan terhadap ABH keterangan anak harus didengarkan sesuai 

amanat Pasal 2 huruf e UU SPPA yang menyatakan salah satu asas mengenai 

penghargaan terhadap pendapat anak yang dapat dikontekskan sebagai keterangan 

anak dalam persidangan karena keputusan yang diberikan atas perkaranya 

menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak. Dari kesepuluh putusan yang 

dianalisis jelas bahwa adanya keterangan ABH telah dicantumkan dan dilaksanakan 

sesuai amanat KUHAP maupun UU SPPA mengenai kepentingan anak dalam 

partisipasi atas penentuan kehidupannya.  

3. Keterangan Saksi 

Keterangan saksi juga merupakan faktor penting dalam hakim menentukan 

tindak pidana yang dilakukan oleh ABH. Keterangan saksi yang memiliki arti 

sebagai orang yang dalam keterangannya mengenai suatu tindak pidana dia dengar 

sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri serta disampaikan di dalam 
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persidangan dengan mengangkat sumpah.144 Dari Keselpuluh putusan yang dianalisa 

terlihat bahwa keseluruhannya memiliki pertimbangan mengenai kesaksian dari 

pihak-pihak yang mendengar, melihat, dan dialami sendiri oleh saksi maupun 

korban. Pertimbangan hakim mengenai keterangan saksi telah sangat wajar 

digunakan, karena merupakan suatu hal penting dalam melakukan pengungkapan 

terbuktinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga dengan 

keterangan saksi, hakim memiliki pandangan terhadap adanya dakwaan yang 

diberikan oleh JPU. Keseluruhan putusan yang dilakukan analisis telah 

mencantumkan pertimbangan mengenai keterangan saksi. 

4. Barang-Barang Bukti 

Barang bukti tidak sama dengan alat bukti. Barang bukti merupakan semua 

benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh JPU di dalam 

persidangan.145 Barang bukti yang terungkap dalam persidangan menjadikan hakim 

memiliki keyakinan untuk menilai kebenaran dari perbuatan yang dilakukan oleh 

terdakwa. Frekuensi mengenai adanya pertimbangan hakim mengenai barang bukti 

memang memiliki pengaruh dalam menentukan sanksi yang tepat dalam 

penerapannya kepada pelaku. Barang bukti yang mencakup semua benda memang 

memiliki berbagai variasi dan biasanya saling berhubungan dengan tindak pidana 

yang dilanggar. Putusan yang dilakukan analisis juga telah menyebutkan barabag-

barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau menjadi hasil dari 

tindak pidana tersebut. 

 

                                                        
144 Rusli Muhammad, Loc.Cit. 

145 Rusli Muhammad, Loc.Cit. 
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5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana 

Pasal peraturan mengenai hukum pidana merupakan bagian yang seharusnya 

tidak terlepaskan dari putusan, hal ini sesuai dengan Pasal 197 KUHAP yang 

menjelaskan bahwa, Pasal peraturan perundangan menjadi dasar pemidanaan atau 

tindakan. Dalam pasal ini juga para penegak hukum bersinergi dalam membuktikan 

apakah pasal tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh 

terdakwa (ABH). Pada putusan yang dikaji pencantuman dan penjelasan serta 

analisis yuridis mengenai unsur-unsur pasal tersebut telah ada dalam putusan 

tersebut. Oleh karena itu, adanya ketentuan pasal dalam hukum pidana yang 

dicantumkan baik dalam ranah hukum materiil maupun dalam aspek hukum 

acara/formil dalam hukum pidana harus dicantumkan serta dijelaskan bagaimana 

pasal dapat diterapakan dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (ABH). 

Sehingga hakim dapat dengan mudah untuk melakukan pertimbangan hukum 

terhadap para terdakwa (ABH) dalam putusan yang dikaji. 

Setelah membicarakan mengenai adanya pertimbangan yuridis terhadap 

perkara ABH dalam putusan pengadilan. Kemudian terdapat juga pertimbangan non 

yuridis yang merupakan pertimbangan mengenai adanya kondisi-kondisi mengenai 

terdakwa (ABH) terhadap apa yang menjadi latar belakang dia melakukan hal 

tersebut dan dampak apa terjadi karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 

(ABH). Berikut merupakan uraian dari beberapa aspek dalam pertimbangan non 

yuridis. 

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa 

Latar belakang perbuatan terdakwa (ABH) merupakan keadaan dimana ada 

sebab dari timbulnya keinginan ABH melakukan tindak pidana. Faktor yang dapat 

memengaruhi ABH melakukan tindak pidana dapat berupa antara lain adanya keadaan 
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ekonomi seperti kemiskinan, kekurangan serta kesengsaraan, pada lingkup keluarga 

dan lingkungan juga dapat berpengaruh sebagai latar belakang ABH melakukan 

tindak pidana yang disebabkan karena disharmonisasi di dalamnya.146 Terlihat bahwa 

pertimbangan mengenai latar belakang ABH hanya terdapat pada lima putusan dan 

tidak ditemukan dalam lima putusan yang lain. Kondisi yang terjadi terhadap ABH 

yang melakukan tindak pidana ini meliputi faktor lingkungan pertemanan, disharonis 

keluarga dan perekonomian. Dalam putusan yang dikaji latar belakang terhadap 

adanya faktor lingkungan pertemanan terjadi terhadap tindak pidana tanpa hak 

memabwa senjata tajam yang dapat juga terjadi terhadap tindak pidana pencurian yang 

dilakukan bersama-sama. Pertimbangan mengenai latar belakang menjadi sebuah hal 

yang penting untuk mengetahui seberapa jauh mens rea yang melatarbelakangi anak 

melakukan tindak pidana. 

2. Akibat Perbuatan Terdakwa 

Akibat dari perbuatan terdakwa (ABH) dalam melakukan tindak pidana biasanya 

diruntut dengan adanya kauasalitas dari dampak yang terjadi karena tindak pidana 

tersebut.147 Dalam hal ini misalkan adanya tindak pidana pembunuhan maka akibat 

dari perbuatan tersebut adalah adanya hilangnya nyawa orang lain sebagai contoh lain 

adanya tindak pidana pencurian yang menyebabkan adanya kerugian yang diderita 

oleh korban. Selain itu akibat dari adanya tindak pidana tersebut juga dapat ditarik 

dalam ranah mengganggu kepentingan masyarakat umum karena tindak pidana 

tersebut meresahkan masyarakat. Dapat diperhatikan bahwa keseluruh putusan yang 

dianalisis memiliki pertimbangan mengenai adanya akibat dari perbuatan yang 

dilakukan oleh ABH. Sehingga hal ini memberikan penjelasan bahwa kausalitas dari 

                                                        
146 Rusli Muhammad, Loc.Cit. 

147 Rusli Muhammad, Loc.Cit. 
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tindak pidana memang terjadi walaupun dalam putusan yang dianalisis, apabila 

kausalitas dari tindak pidana yang dilakukan itu meresahkan masyarakat, belum 

disertai keresahan yang jelas mengenai rasionalisasi konkret dari keresahan 

masyarakat itu sendiri. 

3. Kondisi Diri Terdakwa 

Kondisi diri terdakwa (ABH) mengandung arti adanya pengaruh dari kondisi dalam 

diri ABH seperti kondisi fisik, kondisi psikis dan latar belakang kedudukan sosial dari 

ABH.148 Kondisi fisik dapat berupa usia dan tingkat kedewasaan, kemudian mengenai 

kondisi psikis dapat berupa adanya perasaan dendam, marah, mendapat ancaman. 

Tekanan dari orang lain serta pikiran yang tidak jernih. Sedangkan status sosial dapat 

berupa predikat yang dimiliki oleh ABH dalam masyarakat.149 dari keseluruh putusan 

didapatkan bahwa 4 putusan yang memiliki pertimbangan kondisi ABH yang menjadi 

sebab anak melakukan tindak pidana. Sedangkan 6putusan yang lain tidak 

mempertimbangkan kondisi ABH yang menjadi sebab anak melakukan tindak pidana. 

 

 

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa 

Keadaan sosial ekonomi Terdakwa (ABH) memang tidak memiliki aturan pasti baik 

dalam konsep KUHP lama dan KUHAP. namun dalam perkembangannya dalam 

KUHP baru keadaan sosial ekonomi terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara. Pada konteks ABH keadaan sosial ekonomi menjadi sebuah hal 

yang penting untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi ekonomi ABH maupun 

                                                        
148 Rusli Muhammad, Loc.Cit. 

149 Rusli Muhammad, Loc.Cit, hlm. 140. 
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lingkungan sosial dari ABH. Dari putusan yang dianalisis terdapat 2 (dua) putusan 

yang memberikan penjelasan mengenai sosial ekonomi dari ABH walaupun dalam 

putusan tersebut tidak secara rinci memberikan penjelasan mengenai sosial ekonomi 

secara lengkap dan jelas dari ABH. Di dalam putusan yang memiliki pertimbangan 

sosial ekonomi tersebut juga biasanya hanya menjelaskan kondisi lingkungan 

sosialnya dan di putusan yang lain terdapat kondisi ekonomi dari ABH namun tidak 

menjelaskan kondisi lingkungan dari ABH. Sedangkan dalam 8 (delapan) putusan 

yang lain tidak menyinggung mengenai keadaan sosial ekonomi yang dimiliki oleh 

ABH. 

5. Faktor Agama Terdakwa 

Meletakkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

memberikan konsekuensi kepada APH khususnya hakim dalam melakukan 

pertimbangan berdasarkan nilai keadilan yang mendasarkannya kepada Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Hal ini menjadikan bahwa adanya pertimbangan faktor agama 

merupakan sebuah hal yang penting dalam pertimbangan hakim untuk memberikan 

vonis sanksi terhadap ABH.150 Faktor Agama ABH menjadi sebuah hal yang penting 

menjadi pertimbangan non yuridis dalam menentukan bagaimana sanksi yang tepat 

untuk ABH dan dapat memberikan perubahan menuju kebaikan bagi ABH. Dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada satu pun putusan yang dianalisis memberikan penjelasan 

dan melakukan pertimbangan faktor agama ABH dalam pertimbangan non yuridisnya. 

Kedudukan mengenai pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis dalam 

putusan yang dianalisis memiliki kecenderungan bahwa adanya pendekatan 

pertimbangan yuridis yang lebih banyak daripada pertimbangan non yuridis. Padahal 

                                                        
150 Rusli Muhammad, Loc.Cit. 



 

73 
 

keduanya merupakan faktor penting dalam melakukan pertimbangan menuju 

keseimbangan sanksi yang perlu diberikan terhadap ABH. 

Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis digunakan untuk memberikan 

keseimbangan dalam hal mengetahui faktor mengenai tindak pidana yang dilanggar 

oleh anak sesuai kaidah-kaidah hukum yang digunakan. Pembuktian mengenai unsur-

unsur dalam pasal yang dikenakan terhadap perbuatan ABH yang berguna untuk 

memberikan hukum yang terang-benderang agar hukum bukan menjadi sebuah 

kezaliman pada penerapannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan 

yuridis begitu penting digunakan untuk mengetahui perbuatan tindak pidana yang 

dilakukan oleh ABH.151 

Pertimbangan non yuridis menempatkan diri terhadap adanya pertimbangan yang 

harus dilakukan oleh hakim pada ranah-ranah yang tidak menyangkut hal-hal 

yuridis.152 Faktor pertimbangan non yuridis digunakan untuk menjelaskan bagaimana 

kondisi ABH sebagai manusia yang tetap dikatakan sebagai anak dan bukan seorang 

dewasa serta memiliki standar penilaian yang berbeda. Bahwa kepentingan terbaik 

bagi anak seharusnya diimplementasikan di dalam pertimbangan non yuridis agar 

APH terkhusus hakim mengetahui bagaimana penilaian ABH sebagai anak itu 

dilakukan dan dapat diberikan sanksi yang tepat sesuai prinsip kepentingan terbaik 

bagi anak. 

Pada kesepuluh putusan yang dilakukan analisis hakim memberikan pertimbangan 

mengenai putusan ini dengan menjelaskan bahwa sudah dilakukan pertimbangan 

secara adil dan mengedepankan pengajaran terhadap anak agar anak dapat 

                                                        
151 Rusli Muhammad, Loc.Cit. 

152 Ibid, hlm.125. 
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menjalankan masa depannya dengan baik. Walaupun seluruh putusan tersebut 

memiliki cara masing-masing untuk menjelaskan pertimbangan tersebut. Tetapi hal 

yang perlu digaris bawahi adalah, pada kenyataannya pemberian pemidanaan lebih 

mengarah pada faktor penjeraan dan pengajaran nilai efek jera terhadap perbuatannya 

sehingga pidana penjara dianggap patut untuk dikenakan oleh ABH dalam putusan 

tersebut. 

Kurangnya pemberian pertimbangan non yuridis dianggap menjadi salah satu faktor 

ABH tidak diperlakukan sebagai mana anak harus diperlakukan sesuai kepentingan 

terbaik bagi anak. Karena pada kenyataannya hakim memberikan vonis pidana penjara 

yang dianggap patut diberikan kepada ABH. Betapapun faktor-faktor yang dijelaskan 

mengenai pertimbangan yuridis serta pertimbangan non yuridis ini seolah-olah tidak 

memberikan efek apapun ketika pertimbangan-pertimbangan yang dijelaskan tersebut 

tidak terimplementasi dalam amar putusan. 

Kecenderungan pemidanaan penjara terhadap ABH memang tidak terlepas dari 

bagaimana hakim menempatkan cara pandang mengadili ABH dengan standar ABH 

juga, bukan mengadili ABH dengan standar orang dewasa. Selain itu, pertimbangan 

mengenai kondisi ABH sebagai manusia juga jarang dilakukan secara jelas seperti 

dalam melakukan pertimbangan yuridis. Serta adanya inkonsistensi pertimbangan 

yang pada akhirnya tidak ditemukan kesimpulan yang menjunjung pertimbangan-

pertimbangan yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam 

amar putusan. 

Pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan yang dianalisis tidak 

secara menyeluruh mempertimbangkan secara seimbang antara pertimbangan yuridis 

dan non yuridis. Dalam pertimbangan yuridis secara lengkap dijelaskan secara runtut 

tindak pidana yang telah dilakukan oleh ABH serta kemampuan atas 
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pertanggungjawaban pidananya. Namun atas pertanggungjawaban pidana tersebut 

seharusnya dapat dikembangkan mengenai pertimbangan non yuridis atas diri ABH 

untuk mengetahui kondisi serta lingkungan ABH yang sangat memungkinkan 

memengaruhi terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh ABH. Bahwa mengenai 

pertimbangan anak yang menyesali perbuatannya, anak sudah sangat tertekan atas 

dijalankannya sistem peradilan pidana, anak yang masih muda dan memiliki masa 

depan yang masih panjang dan lain sebagainya, dianggap hanya sebagai kalimat-

kalimat pelengkap putusan tanpa di pertimbangkan secara saksama. Karena apabila 

hal itu dipertimbangkan secara saksama, bukan pidana penjara yang digunakan 

sebagai tujuan efek jera, tetapi tindakan pembimbingan dan pendidikan bagi ABH 

agar dapat memiliki kesadaran penuh sebagai tunas muda bagi negara. 

Kecenderungan pemberian pidana penjara telah nyata tidak sesuai dengan prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi salah satu prinsip yang penting untuk 

diterapkan. Karena dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak, memiliki turunan 

konsep bahwa anak harus dihindarkan dari pembalasan dan perampasan kemerdekaan 

kecuali sebagai langkah terakhir. Hal ini kemudian tidak akan sejalan dengan pidana 

penjara yang diterapkan kepada ABH. Sehingga ABH yang baru satu kali terbukti 

melakukan tindak pidana tidak diberikan pertimbangan yang serius bahwa masih ada 

harapan dalam memberikan sanksi yang memberikan sifat pembimbingan dari pada 

pembalasan seperti pidana penjara.   

Pertimbangan hakim seharusnya memiliki pertimbangan secara komprehensif dan 

visioner sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Pertimbangan ABH seharusnya 
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memiliki implikasi pada masa lalu, masa kini dan masa depan.153 Di mana masa lalu 

menjelaskan adanya kesalahan yang dilakukan oleh ABH sehingga mengakibatkan 

dia harus menjalani proses hukum, masa kini menjelaskan mengenai peradilan pidana 

yang harus memunculkan solusi terbaik bagi anak sebagaimana hukum pidana 

dijadikan sebagai ultimum remedium, sedangkan masa depan menjelaskan mengenai 

kebermanfaatan daripada proses peradilan pidana dapat dirasakan oleh ABH setelah 

menjalani proses hukuman hingga menjalani sanksi yang dijatuhkan oleh hakim.  

Pertimbangan yang memberikan pertimbangan mengenai masa lalu, masa kini dan 

masa depan, dengan menggunakan dalih pertimbangan secara yuridis dan non yuridis 

memberikan gambaran bahwa penerapan nilai yang dianut oleh hakim dapat 

dipertanggungjawabkan dalam amar putusannya yang mencerminkan kebijaksanaan 

serta keadilan menurut tujuan hukum yang dianut. Sehingga pidana penjara tidak 

diberikan secara cuma-cuma tanpa pertimbangan matang mengenai kondisi ABH 

yang akan menjalani hukuman dengan pertaruhan atas dirinya di masa depan. 

Penjatuhan pidana penjara terhadap ABH mestinya dilakukan sebagai pidana 

alternatif yang digunakan sebagai pidana terakhir dalam memberikan pemidanaan 

terhadap ABH. Pidana penjara yang diberikan dinilai tidak memiliki pertimbangan 

yang matang dari melakukan pertimbangan mengenai diri ABH yang merupakan 

faktor non-yuridis juga tidak maksimal. Selain itu, penjatuhan pidana penjara yang 

diberikan kepada ABH cenderung menggunakan penilaian yang sama dengan orang 

dewasa dari aspek psikologis maupun secara tindakan yang dilakukan oleh ABH. 

                                                        
153 Ahmad Zaenal Fanani, Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik), Mandar Maju, 

Bandung, 2014, hlm. 14. Dikutip dari, Samuel Jaya Kusuma, Proses Penemuan Hukum Dalam Perspektif 

Hermeneutika Hukum, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2002, hlm. 69-70. 



 

77 
 

B. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (the best interest of the child) 

dalam pertimbangan Putusan Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum 

Prinsip yang diposisikan sebagai sandaran kebenaran serta dasar berpikir 

untuk melakukan tindakan.154 Memang sudah menjadi barang pasti untuk 

melandaskan berbagai tindakan harus disandarkan kepada prinsip yang 

mendasarinya. Pada konteks mengadili ABH, Hakim yang menjadi tonggak 

peradilan untuk memutus nasib ABH yang terbukti bersalah dan menjalani 

hukumannya, harus menyandarkan kepada prinsip-prinsip yang berlandaskan 

kepada Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak terhadap ABH dapat 

memiliki pengaruh terhadap ABH itu sendiri, seperti halnya memberikan 

perlindungan terhadap anak, menyelamatkan anak dari stigma buruk penjara, 

memberikan kesempatan anak dalam pemulihan secara psikologis, memberikan 

kesempatan anak untuk memahami tindakan salahnya dan menjadi manusia yang 

bertanggungjawab, menghindarkan anak dari label buruk dari masyarakat, serta 

pengembalian kepercayaan diri anak sehingga dapat pulang dan diterima kembali 

oleh masyarakat.155 

Pemahaman mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak pada hakim 

yang memutus perkara ABH dalam putusan yang dianalisis, dianggap belum secara 

menyeluruh memahami prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan salah 

satu prinsip utama dalam menjalankan Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena dalam 

pertimbangan hakim pada putusan telah memberikan pertimbangan mengenai 

                                                        
154 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online https://kbbi.web.id/  

155 Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi 

Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Undang: Jurnal 

Hukum, Vol. 2, No. 2, 201,. hlm. 285. 

https://kbbi.web.id/
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kepentingan terbaik bagi anak namun dalam amar putusan, hal tersebut belum 

ditemukan secara jelas dan selaras dengan pertimbangan yang dibuat. Sebagai 

contoh dalam putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wonosari menjelaskan 

bahwa kepentingan terbaik bagi anak didasarkan atas adanya keadilan dan kelayakan 

dalam memberikan sanksi kepada anak, dengan memberikan pertimbangan dalam 

bentuk renungan, sebagai berikut,  

Anak adalah titipan yang haru kita jaga,  

Anak adalah anugerah dalam hidup, 

Anak adalah suci ketika ia lahir, 

 Tidak ada kekeliruan pada anak, 

 Hanya kita yang dewasa membuat mereka salah 

 Baik buruk mereka adalah tanggung jawab kita, 

Ketika anak dilanda kesusahan, adalah kita yang membuat mereka susah, 

Renungkanlah saat yang dewasa menjadi anak, selalu diliputi rasa gembira, 

maka janganlah kita nodai dengan keegoisan kita, Semoga dapat diambil 

hikmahnya... 

  

Renungan ini memberikan penjelasan bahwa adanya ABH harus diberikan 

pemahaman atas apa yang mereka perbuat serta memberikan pembelajaran yang 

tidak memberikan kesusahan terhadap hal-hal yang ia dapatkan dalam sanksi 

pemenjaraan. Namun hal ini tidak selaras ketika dalam amar putusan Anak dijatuhi 

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.156 

Pada putusan lain, dijelaskan bahwa pertimbangan mengenai diberikannya 

pidana penjara terhadap ABH dikaitkan dengan adanya perlindungan masyarakat 

yang harus dijaga yang berarti adanya pencegahan kejahatan dan pengaman 

masyarakat. yang dikutip sebagai berikut:157 

                                                        
156 Putusan Nomor 10/Pid-Sus-Anak/2020/PN Wno. 

157 Putusan Nomor 7/Pid-Sus-Anak/2022/PN Yyk. 
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1) Bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk 

mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi 

perbuatannya kembali; 
2) Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia dengan aspek 

pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat khususnya dalam 

arti pencegahan kejahatan dan pengaman masyarakat dan aspek perlindungan 

individu khususnya dalam arti perbaikan pelaku kejahatan, penjatuhan pidana 

penjara masih lebih baik daripada tindakan sewenang-wenang di luar hukum; 

3) Bahwa pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis 

melainkan Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai 

manusia seutuhnya dan dalam membina serta membangun manusia seutuhnya 

meskipun telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki 

diri, menjadi insan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam berpartisipasi 

sesuai dengan bidang kehidupannya di masa yang akan datang. 

Dari pertimbangan mengenai logika pengambilan pidana penjara terlihat 

memberikan  perlindungan kepada masyarakat yang berarti melindungi 

kepentingan umum yang memang merupakan sebuah aliran dalam memahami tujuan 

hukum pidana, namun hakim terkesan lalai apabila dengan keputusan pidana penjara 

yang mendasarkan dengan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan 

terbaik bagi anak karena dianggap pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi 

anak tidak selaras dengan logika UU SPPA. Dalam hal ini diperoleh data berupa 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Putusan 

Pengadilan Negeri 

No.    Putusan Penerapan prinsip 

kepentingan terbaik bagi 

anak 

1. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-

Anak/2020/PN Sleman 

Ada 

2. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

Anak/2020/PN Wonosari 

Ada 

3. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Yogyakarta 

Ada 

4. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Mrs 

Ada 

5. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-

Anak/2020/PN Smn 

Ada 
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6. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

Anak/2023/PN Ktp 

Ada 

7.  Putusan Nomor 39/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Smn 

Tidak ada 

8.  Putusan Nomor 27/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Pbr 

Tidak ada 

9.  Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Mkd 

Tidak ada 

10. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Liwa 

Ada 

 

Sehingga, didapatkan hasil dalam tabel dari 10 (sepuluh) putusan terdapat 7 (tujuh) 

putusan pengadilan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan 3 

(tiga) putusan pengadilan tidak memberikan pertimbangan kepentingan terbaik bagi 

anak. 

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang memberikan perlindungan 

terhadap anak, walaupun sebagai pelaku tindak pidana sangat membatasi sanksi 

perampasan kemerdekaan untuk diterapkan terhadap anak. Bahwa apabila merujuk 

kepada konvensi hak anak dijelaskan bahwa, anak dapat dikenakan pidana 

perampasan kemerdekaan apabila anak melakukan kejahatan yang sangat serius. 

Sedangkan parameter keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak 

ditemukan dalam UU SPPA, namun terdapat pada beberapa instrumen internasional 

yang terbagi menjadi 3 (tiga) poin besar yaitu:158 

1) Tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan yang keji dan kejam yang 

menggoncang hati nurani kemanusiaan serta dapat memberikan ancaman 

perdamaian juga keamanan internasional; 

                                                        
158 Sefriani, Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 

2 ,Agustus 2013. Hlm. 100 
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2) Terdapat unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis serta meluas untuk 

menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya; 

3) Memberikan akibat yang sangat serius kepada negara atau masyarakat luas atas 

dilakukannya tindak pidana, seperti terganggunya ketertiban umum, melibatkan 

uang yang ekstra besar seperti dilakukan dalam kejahatan ekonomi, dilakukan 

dengan cara yang sangat buruk serta kejam dan di luar batas kemanusiaan atau 

mengancam keamanan negara. 

Tindak pidana yang dilakukan ABH betapapun dapat meresahkan masyarakat 

namun hal tersebut terjadi karena ABH terpengaruh atas lingkungan serta pergaulan 

yang terdapat di sekitar ABH itu sendiri. Standar ini seharusnya dapat dipahami oleh 

Hakim dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan secara runtut 

menerapkan logika SPPA dalam memutus suatu perkara yang menyangkut ABH.  

Selain itu adanya pemberian standar bagi anak juga harus mencerminkan prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak, seperti halnya dalam hal penjatuhan pidana, 

perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana ukuran 

keadilan dalam memutus perkara ABH. Penjatuhan pidana kepada ABH berbeda 

dengan pelaku dewasa, serta penjatuhan pidana sebagai pertanggungjawaban atas 

perbuatan dan diri pelaku bagi ABH berbeda dengan pelaku dewasa begitu juga 

dalam  memilih ukuran keadilan bagi ABH dengan pelaku dewasa juga memiliki 

perbedaan sehingga apa yang dimaksud dengan perbedaan standar terhadap ABH 

dengan pelaku dewasa harus jelas serta memiliki konsistensi berpikir untuk 

memberikan putusan yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mengadili ABH 

dalam putusan yang dianalisis ternyata sangat sedikit hakim yang membahas 

mengenai kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan mempertimbangkan 
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mengenai kepentingan umum atau masyarakat. walaupun memang hukum pidana 

merupakan hukum publik yang melindungi kepentingan umum atau masyarakat atas 

terjadinya suatu tindak pidana yang merusak tatanan kehidupan masyarakat, namun 

pada kenyataannya karena tidak idealnya lingkungan yang dimiliki oleh anak, 

sehingga menjadikan ABH sebagai korban dari lingkungan sekitarnya sehingga 

menjadi anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, terdapat 

ketidakseimbangan pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak dan 

pertimbangan mengenai kepentingan umum atau masyarakat.159 

Pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak dan kepentingan umum 

dapat ditemukan dalam putusan ketika hakim menganggap bahwa perbuatan tindak 

pidana yang dilakukan oleh ABH meresahkan masyarakat, di sisi lain hakim juga 

telah pertimbangan mengenai  anak yang perlu dilakukan pembimbingan serta 

pendidikan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun ketika 

pertimbangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak 

maka akan sangat janggal ketika pidana penjara masih dipilih menjadi sanksi yang 

dijatuhkan oleh ABH.  

Ditemukannya pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak dan 

kepentingan umum sebenarnya merupakan keseimbangan yang patut untuk 

dilanjutkan sehingga terdapat keseimbangan dalam memutus suatu perkara yang 

menyangkut ABH. Tetapi pada kenyataannya amar putusan yang dijatuhkan oleh 

hakim kepada ABH merupakan pidana penjara yang merupakan antipati dari 

kepentingan terbaik bagi anak sehingga dalam penelitian ini terlihat adanya 

                                                        
159 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Loc.Cit, hlm. 140 
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inkonsistensi dalam penerapan UU SPPA dalam memutus perkara dalam hal hakim 

menerapkan kepentingan terbaik bagi anak dalam putusannya.  

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dianggap menjadi sebuah prinsip yang 

sangat penting, karena prinsip ini yang mendasari adanya turunan-turunan terhadap 

prinsip lainnya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus diperlihatkan serta 

diterapkan dalam berbagai putusan yang menyangkut ABH. Karena hal ini 

menjadikan ABH sebagai seorang anak harus dinilai sepantasnya dengan ukuran 

standar anak itu sendiri. Bahwa kepentingan terbaik bagi anak memberikan 

perlindungan anak dari stigmatisasi serta pengasingan oleh masyarakat. dengan 

adanya perilaku tersebut oleh masyarakat menjadikan anak semakin frustasi dan 

minder terhadap label yang diberikan pada dirinya.160 

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan landasan yang harus melandasi akan 

perlakuan apapun terhadap ABH sehingga bagaimana pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh hakim tidak menjadi sebuah tangga yang menimpa anak setelah jatuh. 

Sehingga justru penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi obat dan 

pembimbingan terhadap ABH karena telah jatuh ke dalam perilaku yang 

menyimpang serta melanggar hukum yang berlaku. Bahwa dalam hal menerapkan 

kepentingan terbaik bagi anak harus dilakukan pengkajian mengenai kondisi diri 

anak dan latar belakang anak. Dalam hal ini faktor-faktor tersebut dapat digunakan 

dasar untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh ABH agar dapat 

diberikan sanksi yang tepat dan berguna untuk pemulihannya menuju masa depan.  

                                                        
160 Sri Sutatiek, Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia: Urgensi 

Penerbitan Panduan Pemindanaan (the sentencing guidelines) untuk Hakim Anak, Loc.Cit. 
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Kedudukan penelitian kemasyarakatan menjadi sebuah posisi yang strategis 

selain adanya keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara. Posisi penelitian 

kemasyarakatan yang memiliki fungsi sebagai161: 

1) bahan pertimbangan dilakukannya diversi; 

2)  bahan untuk pendampingan selama anak dalam lembaga Penempatan Anak 

Sementara (LPAS), untuk program penyelenggaraan pendidikan atau 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk penyelenggaraan 

pendidikan; 

3) Bahan untuk pertimbangan pemeriksaan pada tahap penyidikan 

4) Bagian dari berkas yang dilimpahkan kepada penuntut umum; 

5) Bagian dari berkas yang dilimpahkan ke pengadilan; 

6) Sebagai salah satu landasan pemeriksaan di pengadilan selain surat dakwaan; 

serta 

7) Bahan untuk pertimbangan dalam pembuatan putusan oleh hakim. 

Sehingga posisi penelitian kemasyarakatan sebenarnya menjadi faktor penting 

untuk memahami bagaimana pertimbangan non yuridis memiliki kajian yang ilmiah 

untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak terhadap ABH. Sehingga 

pertimbangan mengenai faktor yuridis yang telah dilakukan oleh jaksa penuntut 

umum dan penelitian kemasyarakatan menjadi pertimbangan mengenai faktor non 

yuridis harus diperhatikan guna menjadi dasar diterapkannya sanksi kepada ABH. 

Pertimbangan yang dimunculkan mengenai faktor yuridis dan faktor non yuridis 

menjadi penting guna mencapai keadilan yang diperuntukkan untuk korban, 

masyarakat dan pelaku demi terciptanya cita-cita keadilan restoratif sebagai dasar 

                                                        
161 Anggara, Erasmus A.T. Napitupulu, Alex Argo Hernowo, Studi Implementasi Penanganan Anak Di 

Pengadilan Berdasarkan UU SPPA, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2016, hlm. 26. 
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keadilan menurut UU SPPA dalam ranah pengadilan sebagai tempat untuk 

menerapkannya. Sehingga model individualisasi pemidanaan dapat dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan anak dan dapat diterapkan berbeda dari ABH satu dengan ABH 

yang lain sesuai dengan kebutuhan dari ABH yang dimunculkan dalam penelitian 

kemasyarakatan. 

Konsistensi dan kesepahaman para APH dalam memperlakukan ABH juga 

dianggap penting untuk tetap menerapkan kepentingan terbaik bagi anak dalam 

melakukan segala tindakan yang menyangkut anak dan tidak cenderung 

menggunakan ego sektoral dalam memperlakukan ABH demi tercapainya tujuan 

pribadi maupun instansi terkait.162 Sehingga Filsafat keadilan restoratif yang 

menjadi dasar dibuatnya UU SPPA dijadikan landasan untuk menerapkan keadilan 

yang berlandaskan pemulihan seperti sedia kala baik dalam kerugian akibat tindak 

pidana yang dialami oleh korban, mengganggu ketertiban umum atau masyarakat 

dan pihak terkait, serta ABH itu sendiri sesuai kepentingan terbaik bagi anak agar 

tidak menjadi korban dalam berjalannya sistem peradilan pidana. 

Sistem dua jalur untuk melakukan pemidanaan memang telah dicetuskan untuk 

merubah sistem pemidanaan yang cenderung menghukum pelaku kejahatan dengan 

penekanan terhadap efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat. sistem dua 

jalur muncul dengan membawa pemikiran bahwa selain diberikannya perampasan 

kemerdekaan yang menjadi mayoritas pemidanaan yang digunakan di Indonesia juga 

tidak kalah pentingnya bagaimana diberikan sanksi tindakan sebagai tempat untuk 

melakukan transisi menuju resosialisasi pelaku menjadi masyarakat seperti sedia 

kala. Resosialisasi pelaku tidak hanya terkait dengan bagaimana merubah 

                                                        
162 Saiful Azhar, Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (the best interset of the child) Dalam 

Upaya Menjauhkan Anak Dari Pidana Penjara (Studi di Kota Medan), Op.Cit, hlm. 109. 
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pembawaan pelaku kepada masyarakat umum namun juga bagaimana resosialisasi 

mampu memberikan solusi adanya kehilangan kepercayaan diri dan stigmatisasi 

yang menempel kepada diri pelaku serta memberikan langkah jelas dengan 

memberikan pelatihan keterampilan atau kerja untuk menambah kemandirian 

mantan warga binaan pemasyarakatan agar tidak terpengaruh dengan adanya 

keterdesakan ekonomi dan melakukan tindak pidana kembali. 

Anak yang menjadi individu penerus bangsa sebagai tumpuan yang harus 

dipersiapkan menjadi seorang yang dapat berguna bagi agama, bangsa dan keluarga, 

memiliki karakteristik yang berbeda dari orang dewasa hal ini berimplikasi terhadap 

bagaimana anak diperlakukan dan dirawat sebagai mana mestinya anak. Tidak 

terkecuali terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang tetaplah 

sebagai anak. Oleh karena itu, ABH juga harus memiliki fasilitas yang tepat guna 

dalam memenuhi kebutuhannya sebagai seorang anak yang menjadi pelaku tindak 

pidana. 

Sudut pandang mengenai pertanggungjawaban tersebut memiliki kesamaan 

terhadap adanya sistem dua jalur dimana terdapat sanksi tindakan yang memiliki 

tujuan kepada adanya rehabilitasi dan resosialisasi terhadap ABH dalam menjalani 

sanksi yang dijatuhkan kepadanya. ABH yang masih merupakan kelompok yang 

rentan baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan. tetapi dalam konteks ini ABH 

dianggap sangat perlu untuk diberikannya sebuah sanksi yang tepat sesuai dengan 

tindak pidana yang dilakukan serta kondisi yang dimiliki oleh ABH itu sendiri. 

Sistem dua jalur yang mengakomodasi bahwa sanksi pidana dan sanksi tindakan 

merupakan sanksi yang memiliki kedudukan yang sama serta memiliki tujuan-tujuan 
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yang berguna untuk mencapai keadilan restoratif atau pencapaian yang memberikan 

perbaikan seperti sedia kala sebelum terjadinya tindak pidana.163 

Pemikiran sistem dua jalur tidak memiliki kecondongan mengenai pentingnya 

sanksi pidana maupun sanksi tindakan, tetapi sistem dua jalur menekankan bahwa 

keduanya sama pentingnya untuk diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dalam 

hal ini adalah ABH. Oleh karena itu, individualisasi pemidanaan dilakukan bukan 

semata-mata memberikan pemanjaan terhadap ABH hingga terjadinya disparitas, 

tetapi pengedepanan pemidanaan yang tepat guna bagi kondisi ABH yang 

dimungkinkan berbeda dari satu ABH kepada ABH yang lain. Individualisasi 

pemidanaan sebagai kensekuensi dari diterapkannya model sistem dua jalur 

sehingga perbuatan tindak pidana serta kondisi diri ABH menjadi sebuah kajian yang 

harus komprehensif dan dipertimbangkan secara holistik sehingga individualisasi 

pemidanaan dapat tercapai tidak hanya sebagai formalitas belaka, namun juga tepat 

dan berguna bagi ABH dengan kehidupan selanjutnya.164 

Pidana penjara yang diberikan oleh ABH dalam putusan yang dilakukan analisis 

dianggap belum memiliki keselarasan secara menyeluruh terhadap logika UU SPPA. 

Dengan hukuman 1 (satu) bulan hingga 1 (satu) tahun, tanpa menggunakan metode 

transisi mengenai rehabilitasi sosial hingga dimungkinkan dilakukannya pelatihan 

kerja terhadap ABH. Sangat membuat ABH cenderung memiliki perasaan yang 

rendah dan tidak memiliki kepercayaan diri. Data dari Sahabat Kapas dalam studinya 

menjelaskan bahwa ABH dalam lapas cenderung memiliki sifat sebagai berikut: 

                                                        
163 Fajar A. Sadewo, Pendekatan Restorative Justice: bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, 

Op.Cit, hlm. 48. 

164 M.Solehuddin, Loc.Cit, hlm. 29, lihat Yong Ohitimu, Teori Etika Tentang hukuman Legal, Raja 

Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 41 
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Tabel 5. Kerentanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam 

Lapas 

No. Kerentanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam 

Lapas 

1. Mudah Curiga 

2.  Mudah Tersinggung 

3. Mudah Berpikir Negatif 

4.  Mudah putus asa 

5.  Daya Juang melemah 

6. Mudah menyalahkan orang lain 

7. Depression anxiety (gangguan depresi) 

8.  Anti-social behavior (kebiasaan anti sosial) 

Sumber data: Sahabat Kapas tahun 2022.165 

Dari data yang terpapar dapat menjelaskan bahwa ABH begitu tertekan terhadap 

adanya proses peradilan pidana hingga masuk kepada tahap menjalankan sanksi 

yang dijatuhkan kepadanya. Pemenjaraan ABH tanpa transisi yang matang atau 

pemberian sanksi yang tepat guna, tidak memberikan kondisi yang lebih baik dari 

kondisi sebelum ABH menjalankan proses peradilan pidana. Bahkan akan lebih 

terpuruk dengan keadaan-keadaan yang dipaparkan tersebut, hingga munculnya 

stigma baru ketika anak telah menjalani pidana penjara sebagai mantan terpidana. 

                                                        
165 Disampaikan pada Seminar dan Kuliah Tamu Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Implementasi 

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, 

https://www.youtube.com/watch?v=w8TqREd_rPk&list=WL&index=72&t=2714s  diakses pada 12 April 2023 

pukul 02.54. 

https://www.youtube.com/watch?v=w8TqREd_rPk&list=WL&index=72&t=2714s
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Ketepatan menerapkan sistem dua jalur tidak harus semata-mata digunakan 

keduanya sekaligus namun apabila sistem dua jalur digunakan secara menyeluruh 

maka patokan dalam memberikan sanksi terhadap ABH didasarkan dengan tindak 

pidana apa yang diperbuat dan bagaimana kondisi ABH, kedua hal ini merupakan 

pertimbangan yang harus dikaji secara serius oleh APH demi tercerminnya rasa 

keadilan khususnya bagi ABH yang menjadi korban lingkungan sosialnya. Sanksi 

pidana dan sanksi tindakan dapat dijadikan pilihan sesuai kebutuhan bagi ABH 

dengan kajian yang matang dan terperinci sehingga individualisasi pemidanaan 

dapat berdaya guna secara berkelanjutan yang dapat mengubah kehidupan anak yang 

lebih baik dan bermartabat. 166 

Putusan yang dianalisis dianggap masih menjadikan sistem single track system 

(sistem satu jalur) mendominasi sudut pandang para hakim yang cenderung berfokus 

kepada perbuatan yang dilanggar oleh ABH dalam pertimbangannya. Sedangkan 

pertimbangan mengenai bagaimana kondisi dirinya yang perlu diketahui dan di cari 

tahu sangat minim terlihat dan hanya memberikan semacam formalitas mengenai 

adanya keadaan-keadaan yang meringankan. Namun hal tersebut tidak memengaruhi 

putusan yang diberikan yaitu sanksi pidana penjara. Hal ini menjadi wajar ketika 

dalam pertimbangannya, hakim juga tidak memunculkan secara rinci mengenai 

keadaan diri ABH serta sosial lingkungannya sehingga terjadi keseimbangan dan 

keadilan yang ingin dicapai.167 

Sistem dua jalur yang dianut oleh UU SPPA sebenarnya telah memberikan 

pilihan mengani sanksi pidana dan tindakan yang dapat diterapkan kepada ABH, 

                                                        
166Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, yang berjudul Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan 

Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Op.Cit, 

hlm. 267. 

167 M. Deniardi, Penerapan Double Track System Dalam Pemidanaan Anak, Loc.Cit 
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walaupun hal tersebut memiliki ketentuan-ketentuan yang juga dijelaskan dalam UU 

SPPA. Seperti contohnya dalam Pasal 69 Ayat (1) yang berbunyi, Anak hanya dapat 

dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang 

ini. Sehingga apabila sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan UU tersebut maka 

hal itu berimplikasi tidak sahnya hukum yang dijatuhkan kepada ABH. Lebih dari 

itu sistem dua jalur setidaknya telah diakomodir dalam UU SPPA dan hal tersebut 

merupakan salah satu langkah kepada adanya perlindungan anak terkhusus ABH 

yang masih memiliki kerentanan dapat digunakannya sanksi tindakan yang lebih 

berfokus kepada pembimbingan dan pendidikan terhadap ABH.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Dalam penjatuhan pidana hakim memiliki kecenderungan memutus dengan pidana 

penjara di bawah 1 (satu) tahun. Dari 10 putusan yang diteliti, terdapat 8 (delapan) 

putusan dengan pidana di bawah 1 (satu) tahun, dan hanya ada 2 (dua) putusan 

pidana di atas 1 (satu) tahun. Kecenderungan hakim memberikan sanksi pidana 

penjara terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak terlepas dari 

adanya penekanan pidana penjara pada seluruh ketentuan-ketentuan pidana yang 

ada dalam Undang-Undang di Indonesia. Hal tersebut memberikan dampak pada 

cara pandang hakim bahwa pemenjaraan menjadi hal yang memberikan pendidikan 

dan efek jera baik yang dirasakan oleh ABH maupun masyarakat umum. Selain itu, 

terdapat perbedaan cara pandang antara Peneliti Bapas sebagai pihak yang menjadi 

konselor bagi ABH dan memberikan analisa terhadap kondisi lingkungan dan diri 

ABH yang menjelaskan mengenai hal-hal yang berada di luar ranah yuridis. Dari 

10 putusan, ada 6 (enam) perkara yang direkomendasikan Bapas untuk dijatuhi 

sanksi tindakan, namun hakim memutus dengan pidana penjara. 

2. Dari 10 putusan, terdapat 7 (tujuh) putusan yang memberikan pertimbangan 

kepentingan terbaik bagi anak sedangkan 3 (tiga) putusan tidak memberikan 

pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Putusan yang memberikan 

pertimbangan prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum tercermin dari pidana 

yang dijatuhkan, yaitu penjara. Hal ini karena dalam prinsip kepentingan terbaik 

bagi anak, ABH dijauhkan dari adanya perampasan kemerdekaan kecuali sebagai 

langkah terakhir. Langkah terakhir yang dimaksud juga harus didasarkan dengan 

adanya tindak pidana serius yang dilakukan oleh ABH, namun dalam kenyataannya 



 

92 
 

kejahatan serius dimaknai sebagai ketidakwajaran yang dilakukan oleh anak 

sebagai kenakalan, sehingga diterapkannya standar penilaian orang dewasa yang 

berimplikasi kepada perampasan kemerdekaan terhadap ABH tanpa menerapkan 

prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara tepat dan menyeluruh sesuai kerangka 

logis dari UU SPPA. Sanksi yang dapat diterapkan kepada ABH tidak semata-mata 

hanya pidana penjara namun dapat juga memberikan tawaran rehabilitasi sosial 

hingga pelatihan kerja untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak 

melalui sanksi-sanksi yang lebih mengedepankan pembimbingan dan pendidikan 

dan mengesampingkan adanya pemberian efek jera serta ketakutan terhadap ABH. 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi permasalahan yang timbul 

yaitu: 

1. Dibuatnya pedoman pemidanaan yang jelas dan rinci mengenai hal-hal apa yang 

harus dilakukan pertimbangan terhadap perkara ABH oleh hakim. 

2. Dibuatnya nota kesepahaman mengenai penanganan perkara Anak yang 

Berkonflik dengan Hukum (ABH) antar para Aparat Penegak Hukum (ABH) 

dan Dinas terkait dalam ranah perlindungan anak. 

3. Penerapan sistem dua jalur dalam memberikan sanksi terhadap ABH sesuai 

dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan menerapkan UU SPPA 

sebagai landasan dalam menjalankan peradilan anak.   
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